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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
DI KABUPATEN BULUNGAN

Dedy Setiawansyah
SyahDdy@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disebut 7U/P adalah suatu izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan. Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 menghilangkan kewenangan
Pemerintah Kabupaten dalam menerbitkan [UP salah satunya [UP Batuan.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan
mengkaji tentang implementasi kebijakan dalam pemberian izin usaha
pertambangan mulai darni proses, faktor-faktor yang mempengaruhi sampai kepada
dampak yang ditimbulkanya sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dengan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Kabupaten
ke Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan
teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai teori utama,
model teori ini menjelaskan bahwa kinerja dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh
variable-variabel yang saling berkaitan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sejak
terbitnya UU 23 Tahun 2014, proses pemberian izin usaha pertambangan batuan
di Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan waktu yang cukup lama, faktor
dominan yang mempengaruhi proses pemberian izin usaha pertambangan batuan
di Provinsi Kalimantan Utara yaitu karakteristik organisasi pelaksana, sumber
daya (manusia, waktu dan finansial), komunikasi antar organisasi dan sikap para
pelaksana kebijakan, schingga akhirnya berdampak pada masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Bulungan baik dampak sosial dengan maraknya
pertambangan tanpa izin (PETI), dampak e¢konomi dengan berkurangnya
pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan batuan dan dampak politik
dengan hilangnya kewenangan dalam bidang sumber daya mineral salah satunya
pemberian Izin Usaha Perlambangan (7UP) Batuan serta dampak kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang harus melaksanakan kebijakan tanpa
masa transisi. Kesimpulannya dengan adanya perubahan kewenangan tersebut,
menimbulkan dampak di Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara. Adapun saran yaitu dalam menerbitkan suatu aturan
perundang-undangan  perlu  adanya masa  transist dalam  proses
pengimplementasiannya dan penyederhanaan persyaratan dalam pemberian izin
usaha pertambangan (IUP) Batuan harus dilakukan (revisi UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara}

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Izin Usaha Pertambangan (1UP), Dampak
Kebijakan.
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ABSTRACK

POLICY IMPLEMENTATION
IN GRANTING OF MINING BUSINESS LICENSE (IUP)
IN BULUNGAN DISTRICT

Dedy Setiawansyah
SyahDdy@gmail com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The business license of mining or commonly reffered to as [UP is a license to
carry out of mining business. The issuance of Act No. 23 of 2014 Regional
Government on October 2™, 2014 eliminates the authority of the District in
issuing /U/P one was /UP of rock. This study uses descriptive qualitative research
with the aim of reviewing the implementation of policies in the granting of mining
business license from the process, the influence factors to the impact caused by
the issuance of Act No. 23 of 2014 about Regional Government with the authority
transfer from the District Government to the Provincial Government. In this
research, the researcher uses the approach theory of Van Meter and Van Homn
about Policy Implementation as the main theory. This theory explains that the
performance of a policy was influenced by interrelated variables. The result of the
research shows that since the issuance of Act No. 23 of 2014, the process of
granting business license of rock mining in North Kalimantan Province takes a
long time, dominant factor affecting the process of granting business license of
rock mining in North Kalimantan Province that is characteristic of implementing
organization, the resource (human, time and financial), inter-organizational
communication and demeanor of the policy implementers, thus impacting the
society and the Bulungan District Government both the social impacts of illegal
mining (PETI), the economic impact with the decreasing of local revenue from
the mining sector and the political impact by loss of authority in mineral resources
sector, one was the granting of Mining Business License (IU/P’) of Rock as well as
the impact to the Provincial Government of North Kalimantan which must carry
out the policy without a transitional period. As conclusion by the authority
change, it has an impact for Bulungan District Government and North Kalimantan
Provincial Govermment. The suggestion is within issuing a legislation it 1s
necessary a transition period in the implementation process and simplification of
requirements in the granting of mining business license (IUP) of rocks must be
done (The revision of Act No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining).

Keywords: Policy Implementation, Mining Business License (IUP), Impact
Policy.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau
Kalimantan mempunyai luas 18.010,50 km” terletak antara 116° 04' 41" sampai
dengan 117° 57' 56" Bujur Timur dan 2° 09" 19" sampai dengan 3° 34' 49"
Lintang Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan
Utara maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km?,
Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana
Tidung dan Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota
Tarakan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan
Kabupaten Malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan
sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-
bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.
Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu
(38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km:
termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana
Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di

Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.
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1. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013
tentang Organisast dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pertambangan dan Energi
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertambangan dan energi.
Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemenntahan Daerah dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pertambangan dan Energi dalam
melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang

pertambangan dan energt,
C. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pertambangan umum dan migas;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
kelistrikan dan energi baru terbarukan;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pengawasan,

f. penyelenggaraan urusan pemernintahan dan pelayanan umum dibidang
pertambangan dan energi;

g. penyelenggaraan urusan kesekretanatan,
Sedangkan usunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dan :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
¢. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
a) Seksi Eksplorasi;
b) Sekst Operasi Produksi.
d. Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan, membawahkan :
a) Seksi Ketenagalistrikan,
b) Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
e. Bidang Minyak dan Gas, membawahkan :
a) Seksi Migas Sektor Hulu,
b) Seksi Migas Sektor Hilir.
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f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bulungan. Posisi peneliti berada diposisi Kepala Seksi Eksplorasi Bidang
Pertambangan Umum yang menangani perizinan di Bidang Pertambangan Umum.

Pengambilan data dilakukan sebetumn Dinas Pertambangan dan Energi dibubarkan.

(Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Bulungan

Sumber © Perda Kab. Bufungan Nomor 01 Tabun 20£3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerzh Kabupaten Bulungan

2. Dinas Epergi dan Sumber Daya Mineral Proviasi Kalimantan Utara
Dinas energi dan sumber daya mineral adalah dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan

bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi
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a. perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Geologi;

C. perumusan, percncanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Mineral dan Batubara;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Energi Bare Terbarukan;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Ketenagalistrikan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
pembinaan Kelompok Jabatan fungsional; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang
tugas dan fungisnya.

TEwo

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdin atas :

Kepala Dinas.
Sekretariat, membawahkan :
a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
a) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah,;
b) Seksi Konservasi Air Tanah; dan
¢) Seksi Pengusahaan Air Tanah.
d. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
a) Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara;
b) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
¢) Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara.
e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
a} Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
b) Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistnikan; dan
¢) Seksi Konservasi Energi;
f.  Unit Pelaksana Teknis.
Cabang Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional.

o

R

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan instansi yang
menyelenggarakan pemberian Wilayah [zin Usaha Pertambangan (WIUP) dan
fzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pada awal terbitnya UU 23 tahun

2014, Dalam penelitian ini peneliti berada diposisi Kepala Seksi Pengusahaan Air
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Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah, tidak lagi di Bidang Pertambangan Umum
atau Mineral dan Batubara yang menangani administrasi permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP).

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Utara

KEPALA
SEKRETARIAT
1
I — 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
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[ —1_ 1
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EIDANG
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b T ——— —
EEDR PEMETAAN Py SEXS] PENGUBAHAAN
OECLOCH DAN AR =] PTAITTAAN WILATAH ZDF — ENERGI DAN
TANAH MINERAL DAN BATULARA KETENAGALISTRIRAN
PERGUSAHAAN MINERAL 2 i
SERS] J sms
PENTURRRAAN rAST DA% BEES
Erihraie PROOURS! MINERAL AR RONSERVASI ENEEG
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Sumber : Pergub No 21 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempunya: tugas melaksanakan
urusan Pemenintahan bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya,
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis d¢i bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;
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b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pengembangan iklim penanaman modal;

C. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang kefja sama penanaman modal,

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang promosi dan penanaman modal,

€. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pelayanan penanaman modal;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

g perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang data dan sistem informasi penanaman modal;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
pembinaan Kelompok Jabatan fungsional; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang
tugas dan fungisnya.

FRo=

-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdin atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
a) Subbagian Perencanaan;
b) Subbagian Keuangan, dan
¢) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal,
membawahkan :
a) Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah,
b) Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah; dan
¢) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem
[nformasi, membawahkan :
a) Seksi Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penanaman
Modal,
b) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data; dan
c¢) Seksi Analisa, Evaluasi Data dan Sistern Informasi.
e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non perizinan,
membawahkan :
a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I,
b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 1I; dan
¢) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Il1;
f Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan
Nonperizinan, membawahkan :
a) Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
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Pengambilan data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dilakukan karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan

instansi yang menerbitkan izin dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Instansi ini sebelumnya bemama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43

Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan

Penizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk [zin Usaha

Pertambangan

(IUP) Operasi Produksi Batuan dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Provinst Kalimantan Utara

Kalimantan Utara
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B. Hasil Penelitian
1. Proses Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Batuan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 di Provinsi Kalimantan Utara
Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah membuat peralihan kewenangan dalam Pemberian Izin Usaha
Pertambangan (IUP). Pemberian izin yang dulunya diberikan oleh Kabupaten
otomans berpindah ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sesuai
dengan pasal 14 ayat 1 UU 23 Tahun 2014, berbunyi :
“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,
serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi”.
Pemyataan pada pasal tersebut cukup jelas bahwa kewenangan sudah tidak berada
di Pemerintah Dacrah Kabupaten lagi. Terjadinya kebingungan di Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dalam mengimplementasikan
kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satunya adalah
Pemberian [zin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan.
Wawancara dengan dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan (Amir Ardasyir) , menyatakan
“Sejak terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan menyikapi
dengan mengalihkan semua permohonan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) yang sudah diproses di Kabupaten Bulungan
ke Provinsi Kalimantan Utara,”.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Bulungan (Hamdani) yang menyatakan :

“Sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014,
permohonan WIUP yang masih diproses maupun permohonan WIUP
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yang masuk ke Kabupaten Bulungan dilimpahkan ke Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara cq. Dinas ESDM Kaltara”.

Hasil wawancara dengan dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan (Amir Ardasyir) dan Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan (Hamdani) tersebut
dikuatkan oleh data Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bulungan Nomor 545/.../DPE-I2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal
Penyampaian Permohonan WIUP kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menindaklanjuti terbitnya UU 23
Tahun 2014, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Rapat
Koordinasi (Rakor) Pertambangan Umum Se-Provinsi Kalimanan Utara di ruang
Serbaguna Kantor Walikota Tarakan. Menurut Kepala Bidang Pertambangan
Umum Dinas ESDM Provinsi Kaltara periode tahun 2014 (Hartono) menyebutkan
dalam forum ini akan dijelaskan terkait pencabutan undang-undang kewenangan
bupati/walikota terhadap penertiban izin tambang dan terselenggaranya
pengelolaan kegiatan pertambangan dan energi yang efektif dan ramah lingkungan
{www korankaltim.com 2-12-2014). Selanjutnya beliau mengatakan :

“rakor dilakukan dalam rangka untuk mensingkronkan cara pandang
terhadap pengelolaan pertambangan, terutama terkait dengan
pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daecrah Nomor 23 Tahun
2014 tentang Wewenang Perizinan Tambang pada pasal 14 yang
menetapkan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

mineral hanya ada pada pemerintah provinsi dan pusat”
{(www.korankaltim.com).

Hartono menyebutkan, bahwa sesuai UU nomor 23 tahun 2014 telah

memberikan wewenang izin tambang yang berlaku mulai 2 Oktober 2014 itu,
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8 | PT. HARUSMAS AGRO UTAMA

9 | PT. BAHTERA INDAH JAYA

10 | PT. BASSAMA KARYA

11 | PT. BRANTAS ABIPRAYA - PT. MAHIR JAYA

12 | PT. DAIRI MINING SEJAHTERA

13 | PT. WANA LESTARI

14 | CV. CAHAYA SINDIJAYA

15 | CV. WIRA SINAR ABADI

16 | H. BURHANUDDIN NAHAR

Stmber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan, 2015

Data permohonan WIUP diatas sudah di proses oleh Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Bulungan tetapi belum sempat selesai, terbitlah UU 23 Tahun
2014 yang menyatakan tidak adanya kewenangan lagi di Pemerinah Kabupaten
dalam menerbitkan izin schingga permohonan tersebut dilimpahkan ke
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Di Pemerintah Provinsi pada saat masa transisi atau awal terbitnya UU 23
Tahun 2014 pemberian izin usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Satu Pintu, sehingga membuat kebingungan bagi investor ataupun masyarakat
dalam membuat izin. Sesuai dengan yang disampaikan Kepala Seksi Pengusahaan
Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Fery Ruruk
Pasiakan) .

“perfunya penyesuaian dalam melaksanaan pemrosesan permohonan-

permohonan izin WIUP ataupun IUP Batuan yang masuk. Im dapat
dilihat diawal masa transisi dalam pemrosesan permohonan izin masth
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dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Utara”.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pinty, juga memproses
permohonan WIUP ataupun IUP yang masuk, karena sesuai Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Pernizinan Terpadu pada Pemerintzh Provinsi
Kalimantan Utara, memerintahkan pemrosesan permohonan izin usaha
pertambangan dilakukan di instansi ini tapi temyata ada kekeliruvan didalam
lampiran pergub tersebut, yang hanya mendelegasikan pemrosesan pemberian izin
usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi saja.

Sesuai yang disampaikan Kepaia Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan
dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu,
menyatakan :

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan revisi dan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tersebut
sehingga untuk semua pemrosesan perizinan mulai dari permohonan
WIUP, 1UP Eksplorasi dan TUP Operasi Produksi dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinst
Kalimantan Utara”.

Di Kabupaten Bulungan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bulungan (Hamdani), menjclaskan :

“dalam pemrosesan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP) Batuan yang menyebabkan proses memakan waktu yang lama
adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sesuat dengan UU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dan aturan pelaksanaannya, salah satunya Rekomendasi dari
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, dikarenakan sebagian besar lokasi yang
dimohonkan berada di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan

96

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43146.pdf

Wilayah Jzin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan/atau
batubara”.

Karena berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 18 ayat 2 huruf b berbunyi :
“Gubernur  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
scbelum menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi
dengan Menter apabila : b. tumpang tindih dengan WIUP mineral

logam dan/atau WIUP batubara yang telah diberikan kepada
pemegang [UP mineral fogam atau batubara”.

dan berdasarkan Pasal 4 huruf ¢ Peraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 2013
tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan  Usaha
Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemernintah
Kabupaten/ Kota yang berbunyi :
“pemrosesan permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP
batuan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tumpang tindih
dengan WIUP mineral logam dan/atau batubara hanya dapat dilakukan
setelah mendapat rekomendasi dari Dircktur Jenderal dan
mendapatkan pertimbangan dari pemegang [UP mineral logam
dan/atayu IUP batubara berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan
bersama”

Senada dengan yang disampaikan kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Bulungan, menurut mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara
periode 2015-2016 (Yusuf Minggu) Dinas Energi dan Sumbcr Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Utara :

“sebenamya dalam pemrosesan WIUP dan TUP Batuan yang menjadi
kendala utama adalah banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi
berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, sehingga pada akhir tahun 2015 pemah dilakukan

pertemuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral se Indonesia di
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang rata-rata daerah
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meminta untuk penyederhanaan dalam persyaratan perizinan TUP
Batuan tetapi sampai sekarang belum terealisasi”.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Mineral
dan Batubara (R. Adi Hernadi 1S), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Utara, beliau juga mengungkapkan :

“persyaratan dalam pemberian WIUP maupun IUP Batuan sama
dengan persyaratan permohonan perizinan batubara, sehingga
menyulitkan pemohon yang rata-rata masih kesulitan dalam
melengkapi segala persyaratan permohonan WIUP terlebih lagi
pemohon dan perorangan. Disamping itu lokasi pemmohonan-
permohonan WIUP yang sebagian besar berada di Wilayah Usaha
Pertambangan (WUP) dan Wilayah [zin Usaha Pertambangan (WTUP)
mineral logam dan/atau batubara, sehingga selain harus mendapat
rekomendasi dan Direktur Jenderal juga harus mendapatkan
pertimbangan dari pemegang IUP mineral logam dan/atau IUP
batubara berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan bersama.

Selain itu yang menyangkut masalah tata ruvang yang juga harus mendapatkan
rekomendasi dani Kabupaten/ Kota mengingat wilayah yang dimohonkan berada
di Kabupaten/ Kota, sehingga dalam pemrosesan perizinan membutuhkan waktu
yang tidak sebentar dimana pemohon harus melengkapi segala persyaratan yang
dibutuhkan untuk memperoleh WIUP dan [UP.

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu investor pertambangan batuan
(Doni) yang melakukan beberapa proses permohonan perizinan, juga
mengungkapkan keluhannya :

“banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, untuk proses penerbitan
WIUP saja membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih 10
bulan, belum lagi kurangnya komunikasi antara instansi terkait,
sebagai contoh persyaratan yang sudah lengkap di instanst teknis yang
seharusnya sudah tinggal diproses di instansi penzinan, masih juga

mengalami  hambatan-hambatan  teknis  dalam  kelanjutan
pemrosesannya’,
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Wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum (Amir Ardasyir),
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, dalam memproses
permohonan WIUP, selain berkoordinasi dengan pemohon tentang kelengkapan
izin yang harus dilengkapi juga menindaklanjuti dengan melayangkan Surat ke
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sesuai dengan
Surat Nomor 545/784/DPE/2014 tanggal 8 September 2014 dan Nomor
545/958/DPE/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Rekomendasi Penerbitan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pada tanggal 18 Desember 2014,
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan menerima Surat dari
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 2185/30/DJB/2014, perhal
Rekomendasi Pemberian WIUP Batuan Oleh Gubernur di Kabupaten Bulungan.
Is1 surat pada angka 2 berbunyi :

“sesuai pasal 14 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Dagrah provinsi”. Sehingga
penerbitan [zin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bulungan menjadt
kewenangan Gubernur Kalimantan Utara”.
Dari poin tersebut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral menerangkan bahwa sejak terbitnya UU 23 Tahun
2014, kewenangan dalam penerbitan izin WIUP sudah bukan wewenang
Pemerintah Daerah Kabupaten lagi. Berikut data  Wilayah Izin  Usaha
Pertambangan (WIUP) yang sudah terbit yang pemrosesannya sudah dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.
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Tabel 4.3
Data WIUP Batuan
Lokasi Kab. Bulungan yang telah terbit
NO | NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN | KOMODITAS ;?;?’;;
1 | PT. BRANTAS ABIPRAYA Andesit
2 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 28/04/2016
3 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 28/04/2016
4 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 28/04/2016
5 | PT. HARUSMAS AGRO UTAMA Granit 28/04/2016
6 | CV. BULUNGAN JAY A MANDIRI Tanah Urug 25/04/2016
7 | PT. PIPIT BULUNGAN JAYA Andesit 25/04/2016
8 | PT. PIPIT BULUNGAN JAYA Sirtu 25/04/2016
9 | CV. TIMBUL BERSAMA Sirtu 28/04/2016
10 | CV. ABIMANYU SELARAS Andesit 35/04/2016
11 | CV. ABIMANYU SELARAS 25/04/2016
12 | CV. BORNEO UTAMA Tanah Urug 16/0472016 J}
13 | CV. TUNAS JAYA MANDIRI Sirtu 25/04/2016
14 | CV. TRI PUTRI TUNGGAL PUTRA Sirtu 25/04/2016
15 | CV. BULUNGAN SINAR LESTARI Tanah Urug 16/04/2016
16 | PT. BAHTRA INDAH JAYA Andesit 250472016
17 | PT. PUTRA SUNGAI KAYAN Andesit 25/04/2016
18 | PT. PULAU MAS PERKASA Andesit 250472016
19 | CV. PANI SEDAYU APUNG Siru 01/08/2016
20 | CV. AWAL MAKMUR 01/08/2016
21 | CV. ANDRESINDO JAYA TanahMerah 01/08/2016
72 | PT. SANGATA TAMBANG INDONES(A Batu Gamping 15/08/2016
23 | CV. CHARLES KARYA Tanah Urug 01/08/2016
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24 [ AGUS MAHESA Sirtu 01/08/2016
25 | CV. WIRA SINAR ABADI Split 22/07/2016
26 | CV. PUTRA SERIANG Andesit 01/08/2016
27 | CV. ANAK BULUNGAN SUKSES Tanah Urug 01/08/2016
28 : CV. ANAK BULUNGAN SUKSES Sirtu 01/08/2016
29 | CV. SULTAN HASANUDIN Tanah Urug 16/05/2016
30 ¢ CV. BENUANTA JAYA Tanah Unug 07/06/2016
31 | CV. BULUNGAN JAY A MANDIRI Sirtu 25/04/2016
32 | PETRUS SUPAR Andesit 25/04/2016
33 | DJOKO SUSILO Andesit 22/07/2016
34 | WIJAYA SUSLLO Tanah Urug 22/07/2016
35 | PT. BATU HUAU INDONESIA Tanah Urnug 01/08/2016
36 | BERLANTA GINTING Tanah Urug

37 | PT. KAYAN MAS CEMERLANG Tanah Urug 12/10/2016
38 | PT. MAKMUR JAYA PRESTAS! Sirtu 15/11/2016
39 | PT. KARBON KARTANEGARA Granit 30/12/2016
40 | CV. RAHMAT JAYA Andesit 30/12/2016
41 | PT. TAMBANG NASIONAL INDONESIA Tanah Urug 20/09/2016

Sumber : Dinas ESDM Prov. Kaltora, Feb.20i7

Data WIUP dalam tabel 4.3. diatas diterbitkan oleh Pemerintah Provinst

Kalimantan Utara yang pemrosesan perizinannya ada yang di Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu

Pintu, tetapi untuk penandatangan Surat Keputusan tetap satu pintu. Dari data

WIUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai yang

tertera dalam Tabel 4.3. pada bulan april 2016 baru ada terbit WIUP dengan lokasi

Kabupaten Bulungan, dengan demikian sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah tangpgal 2 Oktober 2014, kurang lebih 18 (delapan
belas) bulan baru ada terbit Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan
dengan lokasi Kabupaten Bulungan. Dari beberapa WIUP yang telah terbit
tersebut belum semua yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (ITUP)
Eksplorasi, ini bisa karena persyaratan belum terpenuhi dan bisa juga
ketidakmengertian dan pemohon, yang sebagian menganggap WIUP sudah
merupakan Izm untuk melaksanakan kegiatan, padahal menurut PP 23 Tahun
2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha petambangan mineral dan batubara,
Pasal 32 ayat 1 dan 3 berbuny: :
“(1)Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan
peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus

menyampaikan permohonan [UP Eksplorasi kepada Menteri,
gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”

“(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak
menyampaikan permohonan [UP, dianggap mengundurkan dirnt dan
uang pencadangan wilayah menjadi miltk Pemenntah atau mihk
pemerintah daerah.”
Dari data WIUP Batuan dengan Lokasi Kab. Bulungan yang telah terbit, baru 10
(sepuluh) perusahaan maupun perorangan yang telah mendapatkan lzin Usaba
Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Data dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.4

dibawah 1ni.
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Tabel 4.4
Data IUP Eksplorasi Batuan
Lokasi Kab. Bulungan yang telah terbit
NO NAMA PERUSAHAAN - KOMODITAS | LUAS WILAYAH (HA)
1 | ANDRESINDQ JAYA CV Tanah Urug 5,112
2 | BAHTRA INDAH JAYA, PT Andesit 20,67
3 | BASSAMA MULIA, PT Batu Gamping 16,199
4 { BERLANTA GINTING Tanah Urug 3,566
5 | BULUNGAN SINAR LESTARIL, CV Tanah Urug 1,172
6 | PIPIT BULUNGAN JAYA PT Andesit 91,19
7 | PUTRA SUNGAI KAYAN, PT Andesit 67,24
8 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug I
9 | RISMAULI LUMBAN RATA Tanah Urug 1
10 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 1

Sumber @ Dinas ESDM Prov. Kaltara, Feb. 2017

Dari data dalam tabel 4.4 diatas dapat dilihat minimnya Perusahaan ataupun
Perorangan yang melanjutkan proses perizinan dikarepakan banyaknya
persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga dari sekian banyak yang mengajukan
WIUP hanya sedikit yang sudah sampai ke tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi.

Dari uraian diatas dapat dilihat dalam memproses permohonan perizinan
yang masuk, masih diproses di dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu,
banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sesuai UU 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara beserta turunannya menyulitkan pengusaha

dalain mengurus perizinan. untuk mempercepat proses perizinan seyogyanya
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pemrosesan izin dilakukan oleh satu pintu yaitu Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan melibatkan instansi terkait dalam
mempercepat pemrosesan perizinan schingga tidak terjadi kebingungan oleh
pemohon izin serta tidak membutuhkan waktu yang cukup lama.

Minimnya komunikasi dan koordinasi diawal masa transisi dapat dilihat
dalam pemrosesan permohonan WIUP setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, masih dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu yang dulunya bernama Badan Penanaman Modal Daerah dan
Perizinan Terpadu. Jika komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik, hal ini
bisa diminimalisir. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan
Batubara (Fery Ruruk Pasiakan) menyatakan :

“diawal masa transisi sempat terjadi kebingungan dalam memproses
permohonan WIUP yang masuk, karena selain di Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral ada juga yang bermohon di Kantor Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu”.
Sebenamya sudah ada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetapi dalam lampiran
peraturan guberur tersebut hanya memproses permohonan Izin Usaha
Pertambangan (TUP) Operasi Produksi, sehingga untuk pemrosesan permohonan
WIUP dan IUP Eksplorasi ada yang masih diproses di Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral. Hal ini dibenarkan oleh mantan kepala bidang mineral dan

batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Yusuf Minggu), yang juga

menyatakan bahwa :

104

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43146.pdf

“pada masa transisi pemrosesan izin dilakukan di dua instansi yaitu
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu”.

Beliau juga tidak memungkiri salah satu penyebabnya karena minimnya

komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar dua instansi ini.

Berikut terdapat data permohonan-permohonan WIUP yang masih dalam proses

perizinan, yang permohonannya sudah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu dan kelengkapan persyaratanya diproses di Dinas Energi dan

Sumber Daya mineral yang masih dalam proses melengkapi persyaratan, seperti

yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Data Permohonan WIUP dan IUP Eksplorasi Batuan
NO NAMA PERUSAHAAN/ KOMODITAS KETERANGAN
PERORANGAN
1 | CV. MUNING MANDIRI Andesit Eksplorasi
2 | CV.CAHAYA SINDI JAYA Tanah Urug Eksplorasi
3 | HATING Tanah Urug WIUP
4 | CV.MITRA BANGUN ATULAI Tanah Urug WIUP
5 | PT. KARBON KARTANEGARA Granit Eksplorasi
6 | PT. NUSA BUMI SERIANG Tanah Urug Eksplorasi
7 | CV. WIRA SINAR ABADI Andesit WIUP
8 | CV. MAJU BERSAMA Tanah Urug WwiUP
9 | CV. ABIMANYU SELARAS Tanah Urug Eksplorast
10 | CV. WANA LESTARI Tanah Urug Eksplorasi
11 | PT PIPIT TANA TIDUNG JAYA Andesit WIUP
Sumber : Dinas ESDM Prov. Kaltora, Feb 2017
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Data dalam tabel 4.5 diatas merupakan data permohonan yang sudah diajukan ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Satu Pintu, dimana untuk
kelengkapan persyaratan sudah dilaksanakan oleh instansi teknis Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral. Disini dapat dilihat sudah terbangunnya komunikasi dan
koordinasi yang baik antara dua instansi dalam melakukan pemrosesan perizinan
WIUP yang masuk. Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan
Penzinan dan Non Penzinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan
Satu Pintu (faizal), mengemukakan bahwa :
“dalam memproses permohonan WIUP dan Izin Usaha Pertambangan
(IUP) dibentuk Tim Evaluasi Teknis Penyelenggaran Pelayanan
Pejzinan terpadu, untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan
perizinan”.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk pemrosesan [zin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di proses di instansi ini, sedangkan untuk
pemrosesan WIUP dan IUP Ekplorasi masth meminta bantuan darn Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral, tetapi diawal-awal masa transisi memang masth ada
pemrosesan WIUP yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Satu Pinfu Provinsi Kalimantan Utara. Diungkapkan kembali oleh
Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan (faizal) :

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan revisi dan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tersebut
sehingga untuk semua pemrosesan perizinan mulai dari permohonan
WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara™.
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Dalam memproses permohonah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Utara berpedoman pada peraturan perundang-undangan pertambangan mineral
dan batubara beserta turunannya dan khusus pemberian Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi Batuan telah terbit Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan [zin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Utara. Wawancara
dengan staf teknis Kasi Perizinan (Hery Yansen), mengingat untuk jabatan Kepala
Seksi Perizinan yang menangani perizinan bidang sumber daya mineral masih
kosong, ditungkapkan oleh beliau :

“dalam masa transisi atau setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014

pemrosesan pemberian WIUP ada diproses di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu”.

Dibawah im daftar Perusahaan ataupun perorangan yang pemrosesan perizinan
WIUP diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara :

Tabel 4.6

Data WIUP Lokasi Kab. Bulungan Yang Proses Perizinannya
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

NO | NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN | KOMODITAS :EASBG[,?‘;E
1 | PETRUS SUPAR Andesit 78/04/2016
2 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 250472016
3 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 25/04/2016
4 | RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 25/04/2016
5 | PT. HARUSMAS AGRO UTAMA Granit 25/04/2016
6 | CV. BULUNGAN JAYA MANDIRI Tanah Urug 25/04/2016
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7 | CV. BULUNGAN JAY A MANDIR] Sirtu 25/04/2016
8 | PT. PIPIT BULUNGAN JAYA Andesit 25/04/2016
9 | CV. TIMBUL BERSAMA Striu 28/04/2016
10 | CV. AMALIAH Sirtu 25/04/2016
1t [ CV. TUNAS JAYA MANDIRI Sirtu 28/04/2016
12 | CV. ABIMANYU SELARAS Batuan 25/04/2016
13 | CV. ABIMANYU SELARAS Sirtu 25/04/2016
14 | CV. ABIMANYU SELARAS Sirtu 25/04/2016
15 [ CV. TRI PUTRI TUNGGAL PUTRA Sirtu 25/04/2016
16 | CV. BULUNGAN SINAR LESTARI Tanah Urug 16/05/2016
17 | CV. BORNEO UTAMA Tanah Urug 16/05/2016
18 | CV. BENUANTA RAYA Tanah Urug 07/06/2016
19 | PT. BAHTERA INDAH JAYA Andesit 25/04/2016
20 | PT. PULAU MAS PERKASA Andesit 25/04/2016
21 | PT. PUTRA SUNGAI KAYAN Andesit 25/04/2016
22 | CV. SULTAN KASIMUDIN Tanah Urug 16/05/2016

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Maret 2017

Dari tabel diatas dalam masa transisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu ada memproses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan,

jika dilihat dari jumlah WIUP Batuan yang terbit di Kabupaten Bulungan (Tabel

4.3) hampir setengahnya diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu dan sisanya diproses oleh Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral, tetapi produk Surat Keputusan dikeluarkan sama oleh Biro Hukum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Gubernur

Provinsi Kalimantan Utara. Berikut data [UP Operasi Produksi Batuan yang telah

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
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Provinsi Kalimantan Utara, sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, seperti yang tertera dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Data TUP Operasi Produksi Batuan
Lokasi Kab. Bulungan yang telah terbit
NO NAMA PERUSAHAAN KOMODITAS | LUAS WILAYAH (HA)
1 | BRANTAS ABIPRAY A, PT - MAHIR Andesit 13
JAYA MAHAKAM RAYA, PT ot
2 | HAMZAH ALIAS BUDI Tanah Urug 0,31
3 | PUTRA SERIANG, CV Andesit 14,5
4 | TIMBUL BERSAMA Sirtu 0,5
5 | TRI PUTRI TUNGGAL PUTRA, CV Sirtu 0,5
6 | TUNAS JAYA MANDIRI, PT Sirtu 0,5

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pirtu, Maret 2017

Jika dilihat data dalam tabel 4.7 diatas, sangat sedikit sekali perusahaan maupun
perorangan yang sampat ke tahap IUP Operasi Produksi. Ini bisa dikarenakan
banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Dari data Perusahaan maupun
perorangan yang memiliki [UP Eksplorasi dalam Tabel 4.4. hanya 6 (enam) vang
memiliki atau mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
dengan lokasi Kabupaten Bulungan, sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dari uraian diatas, komunikasi dan koordinasi antar
instansi dalam pemberian WIUP maupun izin usaha pertambangan (IUP) sangat
penting dan mutlak harus dilaksanakan. Minimnya komunikasi dan koordinasi
akan menyebabkan lambatnya pemrosesan izin usaha pertambangan dt

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utar.
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Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya mineral salah satunya pemberian izin usaha
pertambangan (IUP), menyebabkan kebingungan oleh para pelaksana kebijakan,
Menjawab kebingungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi dengan
terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daecrah, pada tanggal 16
Desember 2014 untuk yang pertama kali keluarlah Surat Sekretaris Jenderal
Kementerian ESDM Nomor 2115/30/SDB/2014, perihal Kewenangan
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, angka 3 huruf a yang berbunyi:

“Terkait dengan permohonan, Perubahan TUP Eksplorasi mineral
bukan logam atau batuan antara lain terkait jangka waktu dan /atau
perubahan saham, permohonan WIUP mineral bukan logam atau
batuan, permohonan [UP mineral bukan logam atau batuan termasuk
perpanjangan [UP serta peningkatan TUP Eksplorasi mineral bukan
logam atau batuan menjadi TUP Operasi Produksi mineral bukan
logam atau batuan. Yang diajukan kepada Bupati/Walikota oleh
pemohon WIUP/IUP/IPR dan pemegang TUP/IPR sebelum tanggal 2
Okober 2014 dan telah diproses oleh dinas teknis daerah
Kabupaten/Kota, maka dapat ditandatangani olch Bupati/ Walikota
setelah tanggat 2 Okiober 2014 sesuai UU No. 4 Tahun 2009.
Wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum (Amir Ardasyir),
menyatakan :
“dari surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM ini sebenarnya
Pemerintah Daerah Kabupaten masih bisa menerbitkan izin yang
sudah diproses sampai dengan kelengkapan persyaratannya selesai”.
Pada tanggal 16 Januari 2015 Menteri Dalam Negen Republik Indonesia
mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 120/253/S) Tentang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pada angka 3 yang berbunyi :
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“Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau
pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan
sesuai dengan pembagian urusan pernerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan
mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan
serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui”.

Dilanjutkan oleh (Amir Ardasyir) :
“Dalam Surat Edaran ini juga pada dasamya Pemerintah Kabupaten
dapat menyelesaikan penerbitan izin, mengingat proses dan tahapan
yang sudah dilalui tetapi Pemerintah kabupaten juga tidak ingin
mengambil resiko dalam melanjutkan pemrosesan permohonan yang
masuk sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014 agar tetap dilaksanakan
di Kabupaten™.

Berbeda dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum (Amir Ardasyir),
mantan kepala bidang mineral dan batubara Dinas ESDM (Hartono)
menyebutkan, bahwa sesuai UU nomor 23 tahun 2014 telah memberikan
wewenang izin tambang yang berlaku mulai 2 Oktober 2014 itu, telah mencabut
kewenangan bupati/walikota menerbitkan izin tambang, pencabutan tersebut

ditujukan kepada provinsi dan pusat.

“Jadi, sejak 2 Oktober 2014 kewenangan izin tersebut terdapat di
provinsi dan pusat,” imbuhnya (www korankaltim.com).

Jadi menurut beliau sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 kewenangan Kabupeten
sudah tidak ada lagi dalam pelaksanan tugas di bidang sumber daya mineral.
Terkait Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor
2185/30/DJB/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal Rekomendasi Pembenan
WIUP Batuan Oleh Gubernur, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Nomor 2115/30/SDB/2014 tanggal 16 Desember 2014, perihal Kewenangan

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Surat Edaran Menter:
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Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 120/253/SY tanggal 16 Januari
2015, Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan menyikapi dengan mengalihkan
semua permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang sudah
diproses di Kabupaten Bulungan ke Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan
Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan Nomor 545/
/DPE-1/2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal Penyampaian Permohonan WIUP
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara cq. Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral. Dengan penyerahan tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bulungan sudah tidak lagi memproses permohonan WIUP dan [UP yang diajukan
ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, selanjutnya segala
permohonan WIUP dan IUP yang masuk ke Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Bulungan diarahkan untuk melakukan permohonan ke Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal int
Dinas Pertambangan dan Energi dengan mengalihkan proses penerbitan izin ke
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup tepat, ini terbukti dengan
adanya Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 540/172/ESDM-
I/III/2015 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral (terlampir) yang pada angka tiga huruf ¢ menyebutkan :

“Permohonan IUP Mineral Non Logam/ Batuan baik yang baru,

peningkatan maupun perpanjangan agar diajukan ke Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara dengan persyaratan lengkap”.
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Pada tanggal 30 April 2015 keluar lagi Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM
Nomor 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah, dalam angka 1 yang
berbunyi .

“Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan

mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014”
Surat edaran ini mempertegas lagi bahwa Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai
kewenangan dalam penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan
mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober. Dengan berlakunya UU
Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009)
beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sampai pada Surat Edaran Direktur
Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 ini, memperjelas lagi proses
pemberian Izin Usaha Pertambangan sudah jelas menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Bupati tidak lagi mempunyai kewenangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan
batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014,

Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan
Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan

dokumen {UP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Datam
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Negent yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya UU
Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan
batubara kepada Gubemur sebgaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun
2014,

Untuk menjaga stabilitas pelayanan selanjutnya Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan kembali Surat Edaran Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 QOktober
2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terlampir), yang
intinya untuk segera melakukan percepatan pengaliban urusan berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah, baik itu
personel, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumen.

Dan uraian diatas bahwa masih terjadi kebingungan oleh para pelaksana
kebijakan diawal terbitnya UJU 23 Tahun 2014. Sikap para pelaksana sangatlah
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemberian Wilayah I1zin Usaha
Pertambangan (WIUP) dan izin usaha pertambangan (IUP), para pelaksana ini
merupakan ujung tombak keberhasilan darni implementasi kebijakan pemberian
izin usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara.

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 2
Oktober 2014, secara langsung berpengaruh terhadap lingkungan sosial, ekonomi
dan politik. Perubahan kewenangan membuat terjadinya kebingungan bagi
pelaksana kebijakan, investor dan masyarakat yang bergerak di bidang

pertambangan batuan dalam membuat izin, sehingga memicu maraknya
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pertambangan tanpa i1zin di Kabupaten Bulungan, yang akhimya menimbulkan
dampak yang luas difingkungan sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara juga merasakan dampak yang ditimbulkan sejak terbitnya UU
23 Tahun 2014 ini. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan mineral dan
Batubara, menyatakan di Kabupaten Bulungan banyak terjadi praktek
penambangan batuan tanpa izin. Senada dengan yang beliau sampaikan dalam
wawancara dengan Tribun pada tanggal 13 Januari 2016 :
“Melalm Kepala Seksi Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum,
Dinas ESDM Kaltara, Fery Ruruk Pasiakan mengatakan di berbagai
tempat, termasuk di wilayah Kabupaten Bulungan terjadi praktek
tambang batuan pasir galtan tanpa ada izin. Sekarang mulai kami
tegur, kami akan tertibkan. Selama ini kami biarkan karena kami
masih mengalami masa transisi. Ada peralihan wewenang dari
kabupaten kota ke provinsi (7ribun 15 Januari 2016)”.
Ha! ini dibenarkan oleh mantan kepala bidang pengusahaan mineral dan batubara
periode Tahun 2015-2016 (Yusuf Minggu) yang mengatakan ;

“masih banyaknya tambang batuan yang ilegal, yang beroperasi tanpa
memiliki izin di Kabupaten Bulungan”.

Para pelaku usaha penambangan batuan sebelumnya telah diberi tempo tiga
bulan untuk melengkapi perizinan, hingga 11 Aprii 2016, Kapolres
Bulungan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ahmad Sulaiman, dalam
wawancara dengan tribun kaltim menyatakan meminta pengusaha yang belum
mengantongi izin untuk menyetop aktivitas penambangan batuan dan pasir di
wilayah Kabupaten Bulungan, "Dipersilakan dilanjutkan setelah Izin Usaha
Pertambangan (IUP) diterbitkan," tegas Kapolres. (Tribun Kaltim, [4/4/2016).

Bahkan langkah tegas dilakukan Kapolres dengan mengelvarkan makiumat
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Nomor Mak/01/IV/2016 tentang Konsekuensi Aktivitas Penambangan Galian
Batuan (Galian C) Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Bulungan.

Sejak keluarnya maklumat dari Kapolres Bulungan, tentang konsekuensi
penambangan batuan tanpa izin di wilayah Bulungan, Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kabupaten Bulungan tak lagi menarik retribusi kepada para pelaku
usaha tambang batuan, kecuali yang sudah mengantongi izin. Dengan demikian
pendapatan daerah mengaiami penurunan. Kepala Dispenda Bulungan P.
Tumanggor mengungkapkan, selama ini meski tidak mengantongi izin, karena
aktivitas tambang tersebut dalam aturannya wajib membayar retribusi atau pajak,
maka mereka tetap ditarik retribusi.

“Memang sebelumnya kita tarik retribusi karena pada dasarnya pajak
itu memaksa. Hal ini sudah sesuai ketentuan. Soal perizinan, kan
bukan kewenangan kami. Hanya saja sejak adanya maklumat itu, kami
memang  sudah tidak menarik  (pajak) lagi,” ungkap
Tumanggor,(www korankalfim.com)

Selain itu wawancara beliau dengan tribun kaltim juga mengungkapkan :

"Memang, kami tidak tagih yang tidak memiliki izin itu. Tetapi
sebenarnya konsep itu boleh. Karena pajak sifatnya memaksa. Tetapi
kami takut menjadi temuan di kemudian hari. Artinya takut dijadikan
alat oleh pengusaha yang belum memiliki izin," bebernya, Jumat

(15/4/2016).
Tabel 4.8
Data Realisasi Pajak Batuan
Kabupaten Bulungan
NO Tahun Realisasi Pajak
1 2014 Rp. 1.239.673.420
2 2015 Rp. 1.732.223.976,40
3 2016 Rp. 3.885.997.490 40
Total Rp. 6.857.894.886,80

Sumber : Dispenda Kab. Bulungan, 2017

116

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43146.pdf

Wawancara dengan pegawai Dispenda Kabupaten Bulungan (Ismail
Abduilah) mengungkapkan :
“Realisasi pajak scbenamya bisa lebih tinggi jika perusahaan maupun
masyarakat yang bergerak di bidang pertambangan batuan memiliki
izin pertambangan”,
Jumigh pendapatan daerah dani scktor pajak batuan tersebut (tabel 4.8) paling
besar didapatkan dan satu perusahaan batuan yang memiliki izin yang sudah
beroperasi jauh sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014. Pada tahun 2016 ada
kenaitkan yang cukup signifikan, ini dikarenakan mulai banyaknya kegiatan
proyek di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, yang menggunakan materal
batuan sehingga pajak batuan dapat ditarik langsung ke pemilik kegiatan (proyek).
Dan hasil wawancara, data dan pengamatan yang dilakukan, terbitnya UU 23
Tahun 2014 berpengaruh signifikan terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan
politik. Ini dapat dilihat dan maraknya pertambangan tanpa izin, berkurangnya
realisasi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan dan hilangnya
kewenangan di tingkat Kabupaten dalam pemberian izin usaha pertambangan
selain itu juga dampak dirasakan oleh Pemenintah Provinsi Kalimantan Utara
dalam menangani pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral seperti
kekurangan anggaran, sumber daya maupun pemahaman akan pelaksanaan
kebijakan.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Pemberian
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan
Dari hasil penelitian di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan,

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
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Penizinan Satu Pintu serta investor, peneliti mengambil empat faktor yang
mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan pemberian izin usaha
pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Utara sejak terbitnya UU 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, empat faktor ini peneliti anggap sebagai
faktor dominan yang mempengaruhi proses pemberian izin usaha pertambangan di
Provinsi Kalimantan Utara. Faktor-faktor ini juga merupakan varabel
implementas: kebijakan dari teori Van Meter dan Van Horn, yaitu
a) Faktor Karakteristik Organisasi Pelaksana |
Pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan
diawal setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Hal ini
menyebabkan proses perizinan membutubkan waktu yang lama dah tegadi
kebingungan oleh pemohon izin. Seperti yang diungkapkan Kepala Seksi
Pengusahaan Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Utara dalam wawancara dengan peneliti
“perlunya penyesuaian dalam melaksanaan pemrosesan permohonan-
permohonan WIUP Batuan yang masuk. Ini dapat dilihat diawal masa
transisi dalam pemrosesan permohonan WIUP masih dilakukan oleh
dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu”.
Selanjutnya dalam wawancara dngan Kepala Bidang Penyelenggaraan
Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Faizal), Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan :

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan revisi dan
Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tersebut
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sehingga untuk semua pemrosesan perizinan mulai dari permohonan

WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara™.

Melihat dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sementara bahwa Ffaktor

karakteristik organisast pelaksana merupakan salah satu faktor keberhasilan

implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi

Kalimantan Utara,

b) Sumber Daya
Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di
Provinsi Kalimantan Utara. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya
manusia, sumber daya waktu dan dukungan sumber daya finansial. Seperti yang
diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan
Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :
“Kekurangan akan Sumber Daya Manusia juga menjadi penyebab
lambannya pemrosesan permohonan perizinan, dengan
dilimpahkannya kewenangan dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi,
otomatis pelayanan perizinan di bidang sumber daya mineral untuk
semua Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara
menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam
hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Utara, sehingga kebutuhan Sumber Daya Manusia sangat diperlukan
dalam membantu pelayanan publik”.
Sejalan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan
Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Fery Ruruk Pasiakan), dalam

wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan l.ayanan Perizinan dan Non
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perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu pintu juga

mengungkapkan :
“perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis untuk ditempatkan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara schingga dapat membantu, mempercepat serta
mempermudah proses pelayanan kepada investor pertambangan”.
Kesimpulan sementara bahwa sumber daya menjadi faktor yang penting
dalam keberhasilan implementasi kebijakan di bidang sumber daya mineral salah
satunya dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu tidak dapat
dipungkiri sumber daya waktu dan finansial juga turut menunjang keberhasilan
implementasi kebijakan.
¢) Komunikasi Antar Organisasi
Diawal pelaksananaan kebijakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP)
batuan setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014, tidak dapat dipungkiri masih adanya
perbedaan pemahaman dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya
komunikasi dan koordinasi menjadi penyebab terjadinya pemrosesan izin
dilaksanakan di dua instansi. Seharusnya permohonan memang dilakukan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu pintu kemudian setelah itu
meminta pertimbangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai
kelengkapan persyaratan, kenyataannya masing-masing instansi memproses
permohonan, tetapi tetap keluarnya surat keputusan satu pintu melalui Biro
Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Ulara.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Scksi Pengusahaan Mineral dan

Batubara {Fery Ruruk Pasiakan) menyatakan :
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“diawal masa transisi sempat terjadi kebingungan dalam memproses
permohonan WIUP yang masuk, karena selain di Dinas Energi dan
Sumber Daya Minecral ada juga yang bermohon di Kantor Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu”.
Hal ini dibenarkan oleh mantan kepala bidang mineral dan batubara, Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral (Yusuf Minggu) periode tahun 2015-2016, yang juga
menyatakan bahwa :
“pada masa transisi pemrosesan izin dilakukan di dua instansi yaitu
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu”.
Kesimpulan sementara, untuk kelengkapan persyaratan dalam Pemberian Izin
Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Utara, melibatkan beberapa
instansi terkait, sehingga faktor komunikasi dan koordinasi ini menjadi faktor

yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin

usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Utara.

d) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana
Terjadinya kebingungan di agen pelaksana baik Pemerintah Daerah
Kabupaten maupun Provinsi dalam mengimplementasikan kebijakan pembernan
izin usaha pertambangan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober
2014. Sesuai Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 540/172/ESDM-
I/I1I/2015 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral (terlampir) yang pada angka tiga huruf ¢ menyebutkan :
“Permohonan IUP Mineral Non Logam/ Batuan baik yang baru,

peningkatan maupun perpanjangan agar diajukan ke Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara dengan persyaratan lengkap™.
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Serta Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04 E/30/DJB/2015, tentang
Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam angka 1 yang berbunyi :
“Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan
mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014
Berkaitan hal tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan
sudah tidak memproses permohonan perizinan yang masuk dan melimpahkan ke
Pemerintah Provinsi. Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih diproses
oleh dua instansi sehingga menyebabkan proses membutuhkan waktu yang lama.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan, tidak terlepas dari

faktor sikap para pelaksana dalam menjalankan proses kebijakan yang baru.

3. Dampak yang ditimbulkan sejak dimplementasikannya kebijakan
pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan berdasarkan UU 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi masyarakat Kabupaten
Bulungan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Dari uraian hasil penelitian, maka dampak yang timbul dar proses

implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan batuan di Kabupaten

Bulungan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara

lain :

a) Lingkungan Sosial
Lambatnya pemrosesan perizinan pemberian izin usaha pertambangan sejak

terbitnya UU 23 Tahun 2014 berdampak maraknya pertambangan tanpa izin

(PETI) di Kabupaten Bulungan. Seperti diketahui dampak dari pertambangan
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tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup ataupun dapat memicu konflik sosial.

Hal ini dibenarkan saat wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan mineral

dan Batubara yang menyatakan di Kabupaten Bulungan banyak terjadi praktek

penambangan batuan tanpa izin”. Senada dengan yang beliau sampaikan dalam

wawancara dengan Tribun pada tanggal 13 Januan 2016 :
“Melalui Kepala Seksi Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum,
Dinas ESDM Kaltara, Fery Ruruk Pasiakan mengatakan di berbagai
tempat, termasuk di wilayah Kabupaten Bulungan terjadi praktek
tambang batuan pasir galian tanpa ada izin. Sekarang mulai kami
tegur, kami akan tertibkan. Selama ini kami biarkan karena kami
masih mengalami masa transisi. Ada peralihan wewenang dan
kabupaten kota ke provinsi (Tribun 15 Januari 2016)”.

Selain itu hal ini juga dibenarkan oleh mantan kepala bidang pengusahaan mineral

dan batubara periode Tahun 2015-2016 (Yusuf Minggu) yang mengatakan :

“masih banyaknya tambang batuan yang ilegal, yang beroperasi tanpa
memiliki izin di Kabupaten Bulungan”.

Di Kabupaten Bulungan sempat terjadi kekosongan bahan material
pembangunan dari sektor batuan ini, karena kegiatan pertambangan tanpa izin
distop oleh pihak kepolisian karena sudah dilakukan peringatan sebelumnya untuk
menghentikan kegiatan bagi yang belum memiliki izin.

"Dipersilakan dilanjutkan setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP)
diterbitkan," tegas Kapolres, Tribun Kaltim Kamis (14/4/2016).

Bahkan langkah tegas dilakukan Kapolres dengan mengeluarkan maklumat
Nomor Mak/01/1V/2016 tentang Konsekuensi Aktivitas Penambangan Galian
Batuan (Galian C) Tanpa Izin di WilayahKabupaten Bulungan.

Dari uraian diatas disimpulkan sementara, implementasi kebijakan pembenan

izin usaha pertambangan batuan di Kabupaten Bulungan yang memakan waktu
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lama dapat menimbulkan dampak ke lingkungan sosial salah satunya maraknya

pertambangan tanpa izin (PETI).

b} Dampak Ekonomi

Implementasi kebijakan pemnberian izin usaha pertambangan batuan sejak
terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara langsung
berdampak pada pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan
mengingat banyaknya pertambangan tanpa izin. Hal tersebut diakui Kepala Dinas
Pendapatan Daerah, Kabupaten Bulungan (P. Tumanggor) lantaran masih terdapat
aktivitas penambangan galian C (batuan), namun tidak memiliki izin dari
pemerintah, dampaknya Pendapatan Asli Daerah yang diharap dari sektor
tersebut, belum signifikan (dalam wawancara dengan tribun kaltim) :

"Memang, kami tidak tagih yang tidak memiliki izin itu. Tetapr
sebenarnya konsep itu boleh. Karena pajak sifatnya memaksa. Tetapi
kami takut menjadi temuan di kemudian hari. Artinya takut dijadikan
alat oleh pengusaha yang belum memiliki izin," bebernya, Jumat
(15/4/2016).

Sejak keluarmya maklumat dari Kapoires Bulungan, tentang konsekuensi
penambangan batuan tanpa izin di wilayah Bulungan, Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kabupaten Bulungan tak lagi menarik retribusi kepada para pclaku
usaha tambang batuan, kecuali yang sudah mengantongi izin. Dengan demikian
pendapatan daerah mengalami penurunan. Kepala Dispenda Bulungan P.
Tumanggor mengungkapkan, selama ini meski tidak mengantongi izin, karena

aktivitas tambang tersebut dalam aturannya wajib membayar retribusi atau pajak,

maka mereka tetap ditarik retribusi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43146.pdf

“Memang sebelumnya kita tarik retribusi karena pada dasarnya pajak

itu memaksa. Hal ini sudah sesuai ketentuan. Soal perizinan, kan

bukan kewenangan kami. Hanya saja sejak adanya maklumat itu, kami

memang  sudah tidak menarik  (pajak) lagi,”  ungkap
Tumanggor,(www.korankaltim.com})

Dari uraian diatas disimpulkan sementara proses pemberian izin usaha

pertambangan batuan yang cukup lama dapat meningkatkan pertambangan tanpa

izin yang berdampak pada scktor ekonomi Pemerintah Kabupaten Bulungan yaitu

penurunan Pendapatan Asli Daerah dan sektor pajak batuan.

¢) Dampak Politik
Terbithya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 2
Oktober 2014, sudah tidak memberikan kewenangan lagi kepada Pemerintah
Kabupaten dalam urusan bidang sumber daya mineral. Pemerintah Kabupaten
yang seclama ini memproses perizinan usaha pertambangan sudah tidak ada
kewenangan sama sekali, semua nienjadi kewenangan pemerintah provinsi dan
pusat. sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UU 23 Tahun 2014, berbunyi :
“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,
serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi”.
Sempat terjadi kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian
izin usaha pertambangan, karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan dari UU
tersebut. Terbitnya surat-surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral serta Surat Gubemnur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 540/172/ESDM-
I/II/2015 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral, memberi titik terang akan pelaksanaan kebijakan

pemberian izin usaha pertambangan. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
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Nomor 540/172/ESDM-I/III/2015 (terlampir) yang pada angka tiga huruf c

menyebutkan :
“Permohonan IUP Mineral Non Logam/ Batuan baik yang baru,
peningkatan maupun perpanjangan agar diajukan ke Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara dengan persyaratan lengkap™.

serta Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30

Aprii 2015, tentang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di  Bidang

Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam angka 1 yang berbunyi :
“Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan
mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014”

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa sejak terbitnya

UU 23 Tahun 2014, Surat-surat edaran Kementerian ESDM serta Surat Gubernur

Provinsi Kalimantan Utara, pihak Pemerintah Kabupaten sudah sama sekali tidak

mempunyai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan.

d) Dampak di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Secara langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga merasakan

dampak dan terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebingungan dalam pemahaman akan kebijakan pemberian izin usaha

pertambangan yang semula dilakukan oleh Kabupaten mendadak menjadi urusan

Pemerintah Provinsi, sehingga membutuhkan pemahaman dalam pelaksanaan

yang menyebabkan proses perizinan membutuhkan waktu yang lama,

menyebabkan ketidakpuasan investor maupun masyarakat yang mengajukan izin,

Selain itu kekurangan anggaran dan belum terbangunnya komumnikasi dan
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koordinasi dengan instansi terkait serta kekurangan sumber daya manusia
memberikan dampak tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam

memberikan pelayanan ke pemohon izin.

C. Pembahasan
1. Proses implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Batuan sejak diberlakukannya Undang—Undang Nomor 23 Tahun

2014 di Provinsi Kalimantan Utara

Dani hasil penelitian yang telah diuraikan diatas peneliti akan membahas
tentang proses implementasi kebijakan pemberian [zin Usaha Pertambangan
(IUP) sejak diberlakukannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van
Meter dan Van Horn. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi
oleh beberapa variabel atau dimensi yang saling berkaitan.

Tujuan pengalihan pemrosesan perizinan di bidang sumber daya mineral
berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
salah satunya untuk peningkatan pelayanan publik dalam hal pemberian [zin
Usaha Pertambangan (IUP). Jika dilihat dari hasil penelitian dalam pemrosesan
pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sampai pemberian Izin
Usaha Pertambangan (IUP) QOperasi Produksi Batuan membutuhkan waktu yang
cukup lama. Dari data yang ada sejak terbitnya UU 23 Tahgn 2014, ketuarnya Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi membutuhkan waktu kurang lebih 2

tahun. Tidak adanya masa transisi dalam pemrosesan izin dan aturan turunan dari

UU 23 Tahun 2014 membuat kebingungan para pelaksana kebijakan.
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Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Hom (dalam
Sulaecman, 1998) yang mengemukakan :

“untuk  mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapati oleh para
pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya meripakan
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut™.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan
adalah penting. Implenentasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (frustated)
ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan
tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan
disposisi para pelaksana (implementators). Dalam mengimplementasikan
kebijakan pembenan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Kabupaten
Bulungan sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014 saja sudah memerlukan waktu
yang lama mengingat persyaratan yang dibutuhkan sangat banyak, apalagi
ditambah dengan kebijakan baru (pengalihan proses izin) yang membutuhkan
waktu dalam penyesuaian dan pemahaman.

Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Hom, A.
Mazmanian dan Paul A. Sabatier, juga mengungkapkan bahwa dimensi
karakteristik kebijakan/ undang-undang mempengaruhi kesuksesan dari
implementasi, yakni Kejelasan Isi Kebijakan :

“Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan harusiah
mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi
yang jelas akan memudahkan sebuah kebijjakan dan akan
menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam
pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan

sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang
satah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi
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suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk
distorsi ataupun kesalahpahaman akan besar”.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan pentingnya pemahaman
tentang maksud dan tujuan dari suatu kebijakan, pemenuhan aturan-aturan dari
pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut sangat dibutuhkan sebagai petunjuk
kepada pelaksana kebijakan dalam menjalankan implementasi kebijakan dan
perlunya masa transisi untuk memenuhi pemahaman para pelaksana dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang
terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dan
hasil penelitian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, sumber daya manusia sangat
dibutuhkan untuk mempermudah dalam pelayanan perizinan.

(goggin et. al, 1990) dalam Erwan A.P dan Dyah R.S. mengungkapkan :
“Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang
diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan
mempengaruhi  kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan
misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi”.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi
perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara merupakan instansi yang baru terbentuk

sehingga kemungkinan besar finansial juga masih kurang dalam menjalankan roda

organisasi. Suatu studi menunjukkan bahwa terbatasnya insentit’ menjadi salah
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satu sebab utama kegagalan suatu program atau implementasi kebijakan. Selain
itu Jika dilihat dari data hasil penelitian, waktu yang diperiukan dalam
pemrosesan perizinan yang dimulai dari pemberian WIUP sampai dengan
pemberian ITUP Operasi Produksi sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 mencapai
kurang lebith 2 tahun. Van Mater dan Van Homn (dalam Widodo 1974)
menegaskan bahwa:
”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya
dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia
dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu
kebijakan. Sumber daya ini terdin atas dana atau insentif lain yang
dapat memperlancar pelaksanaan(implementasi) suatu  kebijakan.
Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam
implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap
gagalnya implementasi kebijakan.”
Sejalan dengan Van Mater dan Van Horn, Daniel A. Mazmanian dan Paul A.
Sabatier juga mengungkapkan :
“Hal yang tak dapat dipungkiri dalam  mendukung
pengimplementasian suatu kebijakan adalah sumberdaya finansial
{masalah keuangan/modal)”.
Kemudian George C. Edward III. (dalam Agustino, 2008) menyebutkan dimensi
yang mempengaruhi keberhasilan impiementasi suatu kebijakan salah satunya

adalah Sumberdaya.

“Sumber daya merupakan hal yang penting lainnya dalam
mengimplementasikan kebijakan”.

Sejalan dengan Van Meter dan Van Homn dan George C. Edward HI, Damel A
Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Menilee S. Grindle juga mengungkapkan :
“bahwa pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan
baik”.
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Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi suatu
kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang
sangat mempengaruhi dalam proses pemberian 1zin Usaha Pertambangan (IUP)
adalah sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan, sumber daya waktu
untuk pemahaman melaksanakan kebijakan dan sumber daya finansial sebagai
pendukung kegiatan organisasi melaksanakan kebijakan, sehingga wvariabel
sumber daya sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan
dalam hal ini pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Provinsi
Kalimantan Utara.

Diawal masa transisi sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintzhan Daerah tegadinya kebingungan dalam mengimplementasikan
kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Bulungan mengambil langkah dengan melimpahkan semua
proses perizinan ke Provinsi Kalimantan Utara, karena berdasarkan Pasal 14 Ayat
1 UU 23 Tahun 2014 sudah menyatakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi,
begitu pula dengan surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan
kewenangan di Kabupaten sudah tidak ada lagi.

Di Provinsi Kalimantan Utara pemrosesan permohonan Wilayah [zin Usaha
Pertambangan (WIUP) di awal terbitnya UU 23 Tahun 2014 ada yang
dilaksanakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan ada di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Data yang ada dari
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sejumlah WIUP yang telah terbit pemrosesan dilaksanakan di dua instansi tetapi
penandatanganan tetap satu pintu oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Bila
dilihat dari tugas pokok dan fungsi pekerjaan, seyogyanya proses izin di proses di
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, selaku instansi teknis. Tetapi
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelayanan perizinan
dilakukan satu pintu dan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang
mendelegasikan kewenangan dalam memproses perizinan di bidang Sumber Daya
Mineral ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, tetapi
masih terdapat kekeliruan didalam lampiran peraturan fersebut, yang hanya
memberikan kewenangan dalam memproses permohonan untuk pemberian [UP
Operasi Produksi saja. sedangkan untuk pemberian WIUP dan IUP Eksplorasi
masih dilaksanakan di dua instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) :
“dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan
maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen
pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua 1tu akan
mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah
ditentukan”.

Sejalan dengan Van Meter dan Van [flom, menurut Edward Il (dalam

Agustino,2008) mengungkapkan :
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“yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik
salah satunya adalah struktur birokrasi. Dua karekteristik menurut
Edward II[, yang dapat mendongkrak kinefja  struktur
birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan Standart
Operating Prosedures (SOP) dan Fragmentasi”.

Dari vraian diatas, untuk mengoptimalkan pelayanan pemberian izin usaha
pertambangan, revisi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pendelepasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, memang secepatnya harus
dilakukan untuk kemudahan dalam memproses permohonan-permohonan izin
oleh agen pelaksana, schingga pemrosesan perizinan mulai dari WIUP, [UP
Eksplorasi sampai [UP Produks: dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu didukung oleh instansi tekms dalam kelengkapan
persyaratannya. Karena Karakteristik Organisasi Pelaksana atau agen pelaksana
serta struktur organisasi sangat menentukan keberhasilan dari implementasi
kebijakan, disamping itu kelemahan dalam struktur organisasi dapat
memungkinkan kebijakan tidak dapat dilakukan atau terhambat dalam hal ini
pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan.

Komunikasi dan koordinasi antar organisasi dalam pemrosesan pemberian
Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperiukan untuk saling mengisi, membantu dan
melengkapi sepala persyaratan yang dibutubkan dalam kelengkapan penerbitan
izin. Dilihat dari hasil penelitian, pemrosesan pemberian WIUP yang dilaksanakan
oleh dua instansi mencerminkan kemungkinan tidak berjalannya komunikasi dan

koordinasi yang baik dalam pemrosesan perizinan. Komunikasi merupakan

dimensi penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan
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pembenian Izin Usaha Pertambangan (TUP). Seyogyanya pemberian WIUP
diproses oleh satu instansi dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Dalam
pemenuhan persyaratan dari penzinan yang melibatkan beberapa instansi,
komunikasi dan koordinasi mutlak harus dilakukan. Seperti yang diungkapkan
Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) :
“Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh
komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan
konsisten (accuracy and consistency)”.
Sejalan dengan Van Mater dan Van Horn, menurut Goerge C. Edward III (dalam
Agustino, 2008) mengungkapkan :
“komunikasi sebagai dimensi yang pertama mempengamhi
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif
terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang
akan mercka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mercka
kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik,
sechingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi

harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia
yang tepat”.

A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, juga mengungkapkan dalam teorinya, i
juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Van Horn dan Van Mater dan
Goerge C. Edward III :
“Suatu program akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi
koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait
baik secara vertikal maupun horizontal”,
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, variabel komunikasi dan
koordinasi mutlak harus dilakukan dalam pemberian WIUP dan pemberian [UP.
Terpenuhinya standar tujuan dari implementasi kebijakan yaitu Pemberian WIUP

dan 1UP harus melewati komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi

terkait. Begitu pentingnya komunikasi karena komunikasi membantu dalam
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memahami apa yang dimaksudkan, Komunikasi tidak terlepas dari koordinasi,
komunikasi dan koordinasi menjadi satu kesatuan kerja dalam menjalankan
program kerja untuk mencapai kesatuan tindakan diantara kegiatan yang saling
bergantungan.

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2
Oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak barengi oleh aturan petunjuk
pelaksanaannya. Terjadinya kebingungan di agen pelaksana baik Pemerintah
Daerah Kabupaten maupun Provinsi dalam mengimplementasikan perintah dari
UU 23 Tahun 2014 khususnya bidang sumber daya mineral yaitu dalam
pemberian [zin Usaha Pertambangan. Dari hasil peneliian, Pemerintah Kabupaten
Bulungan mengambil langkah dengan melimpahkan permohonan WIUP yang
masuk maupun yang telah berproses ke Pemerintah Provinsi. Di Pemerintah
Provinsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku instansi teknis di bidang
sumber daya mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu baru terbentuk Tahun 2014, sehingga sikap para pelaksana masih melakukan
penyesuaian didalam memproses permohonan-permohonan yang masuk, sikap
mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap kebijakan dan pengaruh
kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya serta
perlunya pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus
(2006) mengungkapkan :

“sikap penerimaan atau penolakan dan agen pelaksana kebijakan

sangat mempengarchi keberhasilan atau kegagalan implementasi
kebijakan publik™.
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George Edward C. Edward III, menempatkan Disposisi ini sebagai dimensi ketiga
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurutnya hal-hal
penting yang perlu dicermati pada dimensi disposisi adalah pengangkatan birokrat
dan insentif.

Sejalan dengan Van Metter dan Van Horn dan George Edward C. Edward IiI,
Merilee S. Grindle juga mengungkapkan keberhasilan suatu implementasi
kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu
sendin, yang terdiri atas Isi Kebijakan (Content of Policy) yang salah satunya
mencakup Program Impiementer (Pelaksana Program) :

“Dalam menjalankanr suatu kebijakan atau program harus didukung
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan, dan ini sudah harus terpapar atau terdata
dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci”.

Dani  hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
mengimplementasikan kebijakan pembenan lzin Usaha Pertambangan ([UP)
sikap pelaksana sangat diperlukan. Lamanya proses pemberian [zin Usaha
Pertambangan bisa karena sikap pelaksana belum memahami kebijakan dan
memerlukan penyesuaian ataupun bisa dikarenakan ketidakmampuan untuk
melaksanakan kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dan agen pelaksana
sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan
publik dalam pemberian izin Usaha Pertambangan (TUP).

Pertambangan tanpa izin (PETI) sangat marak untuk komoditas Batuan,

karena komoditas ini banyak diperfukan atau digunakan sebagai bahan matenal

pembangunan. Hilangnya potensi pendapatan asli daerah mengingat untuk pajak
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dan retribusi tidak dapat dipungut. Beralihnya kewenangan pemberian Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Batuan yang semula diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang menyebabkan proses pemberian
izin menjadi {ama memicu meningkatnya Pertambangan tanpa izin (PETI).
Permasalahannya penambang-penambang dengan skala kecil atau perorangan
sangat sulit mengikuti peraturan untuk kelengkapan permohonan izin, apalagl
permohonan izin dilakukan di pemerintah Provinsi yang rentang jarak dengan
lokasi-lokasi di Kecamatan cukup jauh. Banyaknya pertimbangan penambang dan
kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingya legalitas dari suatu usaha
yang menyebabkan malasnya penambang membuat izin.
Menurut Van Horn dan Van Meter :

“lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat

menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan”.
Sejalan dengan Van Hom dan Van Meter, A. Mazmanian dan Paul Sabatier
menyatakan dimensi lingkungan yang terdiri dari kondisi sosial masyarakat,
dukungan publik dan sikap dan kelompok pemilih mempengaruhi kesuksesan
implementasi kebijakan. Kemudian Merille S. Grindle menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, salah
satunya adalah lingkungan implementasi kebijakan (Context of Implementation).

Dari bahasan diatas dapat disimpulkan lambatnya proses impiementasi

kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) akibat perubahan
kewenangan dapat menyebabkan dampak di sektor lingkungan haik itu sosial,

ekonomi dan politik. Pertambangan tanpa izin meningkat dan sist sosial,
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hilangnya potensi pendapatan asli daerah dari sisi ekonomi serta hilangnya

kewenangan dalam memberikan izin dari sisi politik.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberian Jzin
Usaha Pertambangan (I'UP) Batuan di Provinsi Kalimantan Utara
Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dalam hal ini Implementasi

Kebijakan Pembenan 1zin Usaha Pertambangan (1UP) Batuan tidak teriepas dani

faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam

penelitian ini peneliti mengambil empat variabel atau dimensi dari teori Van

Meter dan Van Hom yaitu Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana,

Komunikasi dan Disposisi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam

implementasi kebijakan Pemberian [zin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya

IUP Batuan di Provinsi Kalimantan Utara.

a) Faktor Sumber Daya
Pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan

(TUP) Batuan tidak akan berjalan jika tidak memiliki Sumber daya. Baik 1tu

sumber daya manusia, finansial dan waktu. Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral mengakui dalam masa transisi, pemrosesan perizinan Wilayah Izin

Usaha Pertambangan (WIUP) dan TUP Ekplorasi membutuhkan sumber daya

manusia, karena instansi ini memproses semua permohonan dari Kabupaten Kota

-se Provinsi Kalimantan Utara sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang

cukup dan berpengalaman. Sesuai dengan Surat Gubemur Kalimantan Utara

Nomor 540/172ESDM-1/111/2015 tanggal 31 Maret 2015, angka 3 huruf g yang

berbunyi :
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-

“Untuk personel/ sumber daya manusia, Dinas ESDM Provinsi
Kalimantan Utara masih memerlukan banyak SDM untuk menangani
pengusahaan dan pengelolaan pertambangan di wilayah Provinsi
Kalimantan Utara baik aspek perizinan maupun aspek
pengawasannya, oleh karena itu diminta kepada Bupati/ Walikota se-
Provinsi Kalimantan Utara berkenan melepas PNS di Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten/ Kota apabila ingin mengajukan
pindah kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya ke
Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara, dalam memproses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Batuan, juga membutuhkan sumber daya manusia teknis untuk
ditempatkan di instansi mereka, sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan dalam wawancara dengan peneliti.
Sebegitu pentingnya faktor sumber daya dalam mengimplementasikan suatu
kebijakan, sehingga Van Meter and Van Horn, George C Edward III, Griendle dan
Daniel A, Mazmanian dan Paul A, Sabatier menempatkan sumber daya sebagai
salah satu faktor atau dimensi dalam mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan.

Van Mater dan Van Homn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya
dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia
dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu
kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang
dapat memperlancar pelaksanaan(implementasi) suatu  kebijakan.
Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam
implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap
gagalnya implementasi kebijakan.”
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Menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008). Indikator sumber
daya terdiri dari beberapa elemen, vyaitu staf atau pelaksana, informasi,
wewenang dan fasilitas.

Sejalan dengan Van Meter dan Van homn dan George C Edward I, menurut
Griendle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, amat ditentukan oleh
tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Isi Kebijakan
(Content of Policy) salah satunya mencakup Resources Committed (sumber-
sumber daya yang digunakan), apakah sebuah program didukung oleh sumber
daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-
sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier juga mengungkapkan :

“Hal vyang tak dapat dipungkin dalam  mendukung
pengimplementasian suatu kebijakan adalah sumberdaya financial
(masalah keuangan/modal)”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor sumber daya merupakan faktor yang
terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemberian
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Provinsi Kalmantan Utara. Tidzak dapat
dipungkiri sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam
kesuksesan implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP),
disamping sumber daya finansial dan waktu. Sebagaimana yang dinyatakan olch

teori Van Meter dan Van hom, George C Edward III, Griendle dan Daniel A.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier.
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b) Faktor Karakteristik Qrpganisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor terwujudnya keberhasilan
dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan
(IUP} Batuan di Provinsi Kalimantan Utara. Ketidaksesuaian otrganisasi pelaksana
dalam menjalankan suatu kebijakan akan berpengaruh terhadap hasil kebijakan,
Dalam kasus penelitian ini, dapat dilihat dalam pemrosesan permohonan WIUP
diawal sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 masih diproses oleh dua instansi
walaupun untuk produk akhirnya {Surat Keputusan} dikeluarkan Biro Hukum atau
di tandatangani oleh Gubemur.

Ketidaksesuaian organisasi pelaksana dan agen pelaksana dalam
mengimplementasikan kebijakan ini salah satunya dapat dilihat depgan lamanya
waktu yang dibutuhkan dalam penperbitan izin. Karena selain disebabkan oleh
masalah transisi juga dikarenakan lamanya penyesuaian yg dibutuhkan oleh agen
pelaksana dalarn menjalankan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Hom (1975) :

“dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan
maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen
pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-
pola hubungan yang tegadi dalam birokrasi, semua itu akan
mempengaruhi implementasi swatu program kebijakan yang tclah
ditentukan”.

Kemudian menurut C. Edward III (dalam Agustino,2008) yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik salah satunya adalah
struktur birokrasi. Dua karekteristik menurut Edward III, yang dapat

mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu

dengan Standart Operating Prosedures (SOP) dan Fragmentasi.
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Dan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor karakteristik
organisasi pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan
pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara, Karena
Karakteristik Organisasi Pelaksana atau agen pelaksana serta struktur organisasi
sangat menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan, disamping itu
kelemahan dalam struktur organisasi dapat memungkinkan kebijakan tidak dapat
ditakukan atau terhambat sehingga dapat menimbulkan dampak. Hal ini sejalan
dengan teori-teori Van Meter and Van Horn serta C. Edward III.
¢) Faktor Komunikasi

Tidak dapat dipungkiri komunikasi yang melibatkan beberapa instansi
memiliki peranan yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Provinsi Kalimantan Utara.
Komunikasi tidak bisa lepas dengan koordinasi karena saling berhubungan.

Seperti yang diungkapkan Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) :

“Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh
komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan
konsisten (accuracy and consistency)”.

Pemberian WIUP sampai dengan [UP di Provinsi Kalimantan Utara sejak
terbitnya UU 23 Tahun 2014, yang mengakibatkan beralihnya kewenangan dalam
pemberian izin usaha pertambangan, sangat membutuhkan komunikasi dan
koordinasi antar organisasi, ini sangat diperlukan untuk unfuk saling mengisi,
membantu dan melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan dalam
kelengkapan penerbitan izin disamping memecahkan masalah yang timbul dalam

menyelesaikan perizinan, karena jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta
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keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan, maka pemberian Izin Usaha
Pertambangan (IUP) akan mengalami banyak kendala.
Sejalan dengan Van Mater dan Van Hom, menurut Goerge C. Edward I1I
(dalam Agustino, 2008) mengungkapkan :
“komunikasi sebagai dimensi yang pertama mempengaruhi
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif
terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang
akan mercka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka
kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik,
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi

harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia
yang tepat”.

Seirama dengan Van Hom dan Van Mater dan Goerge C. Edward III A.
Mazmanian dan Paul A. Sabatier, juga mengungkapkan dalam teorinya :

“Suatu program akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi
koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait
baik secara vertikal maupun horizontal”.

Dari bahasan mengenai faktor komunikasi diatas, dapat disimpulkan
keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan di
Provinsi Kalimantan Utara akan banyak menghadapi kendala apabila tidak
didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Ini
dapat ditihat sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014, proses pemberian izin usaha
pertambangan memerlukan waktu yang cukup lama, salah satu penyebabnya
adalah minimnya terjalin komunikasi yang sejalan antar instansi terkait sehingga

hal ini menimbulkan dampak baik ke Pemerintah dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Bulungan maupun masyarakatnya.
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d) Faktor Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan
pemrosesan perizinan usaha pertambangan yang sebelumnya di Pemerintah
Kabupaten beralih ke Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu dalam
mengimplementasikan kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak
bisa dilepaskan dan sikap para pelaksana. Pelaksana dituntut untuk secepatnya
paham akan proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu
pelaksana dituntut memiliki kemampuan selain kemauan dalam menjalankan
tujuan dart kebijakan dalam hal ini pelayanan publik pemberian Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Batuan,

Dalam masa transisi para pelaksana membutuhkan waktu dalam penyesuaian
maupun pemahaman akan twjuan dari kebijakan, ini bisa dilihat dan hasil
penehitian dan pembahasan dimana salah satu penyebab lamanya proses
pemberian WIUP maupun IUP adalah sikap dari para pelaksana kebijakan. Hal ini
sejalan dengan apa yang diungkapkan Van Metter dan Van Hom dalam Agustinus
(2006)

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan
sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi
kebijakan publik”.

Menurutnya George C. Edward III, hal-hal penting yang perlu dicermati pada
dimensi disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. Sejalan dengan Van
Metter dan Van Hom dan George C. Edward III, Merilee S. Grindle juga
mengungkapkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas [si
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Kebijakan (Content of Policy) yang salah satunya mencakup Program
Implementer (Pelaksana Program) :
“Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan, dan ini sudah harus terpapar atau terdata
dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci”.

Dari hasil uraian mengenai sikap para pelaksana kebijakan dapat ditank
kesimpulan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana atau
pelaksana kebijakan serta pemahamannya akan kebijakan baru (UU 23 Tahun
2014) sangat mempengaruhi proses keberhasilan implementasi kebijakan

pemberian izin usaha pertambangan (JUP) di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Dampak Implementasi Kebijakan pemberian 1zin Usasha Pertambangan
(IUP) Batuan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bulungan
Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akibat berubahnya suatu aturan

perundang-undangan pasti akan menimbulkan dampak dalam pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan pemberian [zin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di

Provinsi Kalimantan Utara sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah tidak dapat dipungkiri berdampak pada daerah Kabupaten

Bulungan, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat, peneliti mengambil

dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan ini dan sisi Lingkungan

Sosial, Ekonomi dan Politik serta dampak terhadap Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara.
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a) Dampak Lingkungan Sosial

Maraknya pertambangan tanpa izin di komoditas batuan di Kabupaten
Bulungan tidak dapat dipungkini sangat banyak bermunculan, penambang banyak
yang tidak paham dalam melengkapi persyaratan perizinan, banyaknya
persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan UU Nomeor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan mineral dan batubara beserta turunannya sangat menyulitkan
penambang. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin ini
menimbulkan banyaknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) disektor pertambangan
batuan yang sangat merugikan Daerah Kabupaten Bulungan.

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat proses
perizinan izin usaha pertambangan membutuhkan waktu lama akibat masa transisi
yang membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kebijakan, akibatmya semakin
memicu banyaknya pertambangan tanpa izin disektor pertambangan batuan ini.
Maraknya pertambangan tanpa izin akhirnya merembet sampai kemasalah hukum.
Penambang yang tidak memiliki izin akhirnya dilakukan penertiban oleh pihak
berwenang schingga aktifitas penambangan terhenti bahkan ada yang sampai ke
penangkapan terhadap penambang. Akibatnya sempat terjadi kelangkaan matenal
pendukung pembangunan dari sektor batuan ini sehingga menyulitkan pemenntah
daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,

Berkaitan hal tersebut, dalam proses implementasi kebijakan pemberian izin
usaha pertambangan, sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah salah satunya meniinbulkan dampak terhadap lingkungan sosial di

Kabupaten Bulungan.
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Hal ini sejalan yang dinyatakan oleh Wahab (2001) :

“bahwa hasil akhir kebijaksanaan adalah akibat-akibat atau dampak
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan
maupun yang tidak diharapkan, sebagai konsekuensi dari adanya
tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang
atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat”,

Selanjutnya Islamy (1997) juga menyatakan :

“Setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa
dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif
(intended) maupun yang negatif (unintended)”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementast
kebijakan pembenan izin usaha pertambangan batuan sgjak terbitnya UU 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di provinsi kalimantan utara,
memberikan dampak terhadap lingkungan sosial di Kabupaten Bulungan yaitu
maraknya pertambangan tanpa izin batuan. Dengan adanya pertambangan tanpa
izin, merupakan pekerjaan bagi Pemerintah lagi untuk melakukan penertiban.
Adapun Dampak positif dengan ditertibkannya pertambangan tanpa izin antara
lain :

1. dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat metode penambangan yang
tidak mengikuti kaidah penambangan yang baik;
mengurangi pencemaran udara (debu);

3. meminimalisir kerusakan fasilitas umum akibat pengangkutan material
tambang batuan.

&

Sedangkan dampak negatifnya antara lain

hilangnya pekerjaan masyarakat disekitar lokas1 tambang;
terjadinya konflik sosial;

dampak kesehatan;

dampak keselamatan dan keamanan kerja.

o b b=
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b) Dampak Ekonomi

Terhentinya kegiatan penambangan batwan di Kabupaten Bulungan akibat
tidak memiliki izin sangat merugikan Pemerintah Dacrah, masyarakat Kabupaten
Bulungan maupun penambang itu sendiri. Pendapatan asli daerah Pemerintah
Kabupaten Bulungan otomatis berkurang dari sektor penambangan batuan, pajak
tidak bisa ditarik dikarenakan kekuatiran pemerintah dacrah kabupaten bulungan
apabila pajak ditarik bukti pembayaran akan dijadikan bukti untuk melegalkan
kegiatan penambangan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan (Tabel 4.8) realisasi pajak batuan yang
besar hanya didapatkan dari satu perusahaan batuan yang sudah beroperasi
sebelum terbitnya UU 23 tehun 2014. Selain itu, terjadi kekosongan material
akibat terhentinya penambangan batuan schingga menyebabkan harga matenal
batuan meningkat karena tingginya permintaan kebutuhan material pembangunan.
Kegiatan Pemerintah maupun masyarakat sedikit banyak terganggu dengan
kekosongan materiai dan melambungnya harga material pembangunan dan
kegiatan penambangan batuan tersebut. Padahal menurut Abdul Wahab (1997)
Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang
memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai
suaty oufcome (hasil). Jelas disini dalam mengimplementasikan kebijakan
pemberian izin usaha pertambangan mengalami hambatan dalam prosesnya.

Terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, Salim (2005) dalam nurdin
{(2013) menyatakan :

“setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti
menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Maka dampak
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positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan ditinjau
dari aspek kebijakan publik yang harus dipertimbangkan adalah
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)”.

Selanjutnya Soemarwoto dalam Giroth (2004) menyatakan :

“bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat
suatu aktifitas. selanjutnya soemarwoto menjeclaskan : “aktifitas
tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi,
dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak
lingkungan, pembangunan dan perencanaan. adapun dampak tersebut
dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya™.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi
kebijakan pemberian izin usaha pertarnbangan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah memicu maraknya pertambangan tanpa izin,
sehingga memberikan dampak ekonomi di Kabupaten Bulungan. Adapun dampak
ekonomi dari pertambangan tanpa izin, segi positifnya antara lain :

Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang;
Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang;

Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang;
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambanp;

-

Sedangkan dampak negatifnya antara lain :

menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dan sektor pertambangan batuan,
terjadinya kekosongan material pembangunan seperti batu, kerikil, pasir dan
tanah vrug;

3. naiknya harga metenial batuan;

| S

¢) Dampak Politik

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2
Oktober 2014, secara otomatis melepaskan kewenangan Pemerintzh Daerah
Kabupaten dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satunya IUP
Batuan. Pemerintah Dacrah Kabupaten sudah tidak mempunyai kewenangan lagt

dalam melakukan penerbitan IUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sudah
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tidak ada kewenangan lagi di bidang perizinan sumber daya mineral, semuanya
telah diambil oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat. Dengan kata lain, dalam urusan
pertambangan mineral dan batubara telah terjadi sentralisasi 100%. Semenjak
diundangkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan
sebuah paradigma baru terkait pengelolaan pertambangan.

Adapun dampak politik berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten tidak
memiliki kewenangan lagi dalam :

1. Membentuk struktur satuan kerja perangkat dacrah (Dinas Pertambangan),
2. Kewenangan menyusun peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan

pertambangan;

3. Kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha
pertambangan rakyat (IUPR);

4. Hilangnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap [UP yang berada di
Kabupaten.

Selain itu tak hanya soal kewenangan saja, luas, waktu dan jarak yang jauh
antara pusat provinsi dengan daecrah menyulitkan dalam pemrosesan perizinan
pembenian izin usaha pertambangan, tidak seperti sebelumn terbitnya UU 23 Tahun
2014 tentang Pemenntahan Daerah, yang perizinan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Dye (dalam Kismartini, 2005) :

“bahwa dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan
oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata™.

Selanjutnya Anderson {dalam Kismartini, 2005) juga menyatakan :
“semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung

maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk efek simbolis
atau efek nyata”.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sejak terbitnya UU 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pemerntah kabupaten sudah
tidak memiliki kewenangan dalam bidang sumber daya mineral (dampak politik),
salah satunya kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan sehingga
mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian
dari dampak-dampak negatif pasca tambang.

d) Dampak terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
pekerjaan tambahan bagi Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi dituntut untuk
dapat memberikan pelayanan kepada pemohon izin, disatu sisi Pemerintah
Provinsi juga perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan baru. Penyesuaian
tersebut berupa pemahaman akan kebijakan, tambahan penganggaran, sarana dan
prasarana maupun sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi harus
menginventans ulang data-data perizinan yang dilimpahkan dari Kabupaten/ Kota
se Provinsi Kalimantan Utara, ini merupakan pekerjaan yang berat dengan segala
keterbatasan yang ada. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan pemberian izin usaha pertambangan banyak mengalami kendala dalam
pelaksanaannya schingga menyebabkan ketidakpuasan investor maupun

masyarakat yang mengajukan izin.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses, faktor-faktor dan
dampak implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di
Kabupaten Bulungan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, melalui pendekatan beberapa dimensi dari teori Van Meter dan Van Horn
dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran,

A. Kesimpulan
1. Proses implementasi kebijakan pemberian [zin Usaha Pertambangan (IUP)

Batuvan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di

Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

a. Tidak adanya masa (ransisi s¢jak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tanggal 2
Oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan kebingungan
dalam proses mengimplementasikan kebijakan pemberian Izin Usaha
Pertambangan {IUP) di Provinsi Kalimantan Utara, karena terbitnya UU
23 Tahun 2014, tidak diikutt dengan aturan pelaksanaannya,

b. Pentingnya pemahaman tentang maksud dan tujuan dari suatu kebijakan,
pemenuhan aturan-aturan dari pelaksanaan implementasi kebijakan
tersebut sangat dibutuhkan sebagai petunjuk kepada pelaksana kebijakan
dalam menjalankan implementasi kebijakan dan perlunya inasa transisi
untuk memenuhi pemahaman para pelaksana dalam mengimplementasikan

suatu kebijakan;
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c. Implementasi suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang
memadai. Sumber daya yang sangat mempengaruhi dalam proses
pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sumber daya manusia
yang menjalankan kebijakan, sumber daya waktu untuk pemahaman
melaksanakan kebijakan dan sumber daya finansial sebagai pendukung
kegiatan organisasi melaksanakan kebijakan;

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana atau agen pelaksana serta struktur
organisasi sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan,
disamping itu kelemahan dalam struktur organisasi dapat memungkinkan
kebijakan tidak dapat dilakukan atau terhambat dalam hal ini pemberian
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Kabupaten Bulungan;

e. Komunikasi dan koordinasi mutlak harus dilakukan dalam pemberian
WIUP dan pemberian TUP. Komunikasi tidak terlepas dan koordinasi,
komunikasi dan koordinasi menjadi satu kesatuan kerja dalam
menjalankan program kerja untuk mencapai kesatuan tindakan diantara
kegiatan yang saling bergantungan;

f. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian Izin Usaha
Pertambangan  (TUP) sikap  pelaksana sangat diperlukan. Sikap
penerimaan atau penolakan darni agen pelaksana sangat mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik dalam
pembenan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

g. Lambatnya proses implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha

Pertambangan (IUP) akibat perubahan kewenangan menyebabkan dampak
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di sektor lingkungan baik itu sosial, ekonomi dan politik. Pertambangan
tanpa 1zin meningkat dari sisi sosial, hilangnya potensi pendapatan asli
dacrah dan sisi ekonomi serta hilangnya kewenangan dalam memberikan
izin dan siss politik. Selain itu dampak juga berakibat ke Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara

b

Faktor paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan

Utara yaitu karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya, komunikasi antar

organisasi dan disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan;

3. Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2014 segala kewenangan Bupati di bidang
sumber daya mineral dalam hal ini pemberian Izin Usaha Pertambangan
(TUP) sudah tidak ada lagi. Maraknya pertambangan tanpa izin menyebabkan
kerugian di Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Bulungan,
potensi kerusakan lingkungan dan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD)
semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan pemberian izin usaha pertambangan di Provinst Kalimantan Utara
banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan
ketidakpuasan investor maupun masyarakat yang mengajukan izin

B. Saran

1. Dalam menerbitkan suatu aturan perundang-undangan perlu adanya masa

transisi dalam proses pengimplementasiannya, schingga para pelaksana

kebijakan dapat betul-betuk memahami tujuan dari implementasi kebijakan

tersebut;
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2. Penyederhanaan persyaratan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP)
Batuan, harus dilakukan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, schingga investasi tidak terhambat dikarenakan
lamanya proses perizinan yang dapat memberikan dampak kepada pemerintah
daerah dan masyarakat.

3. Perlunya penambahan tenaga teknis di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Utara, dalam membantu pelaksanaan proses perizinan

Izin Usaha Pertambangan (IUP).
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‘Lampiran 1 {satu} berkas

Perihal . Rekomendass Pemberian WIUP Batuan oleh Gubernur di

Kabupaten Bulungan

Yang terhorrnat,

Bupati Bulungan
Ji. Skip {1l Tanjung Selor, Bulungan
Kalimantan Timur

Menindaklanjuti permchonan rekomendasi pemberian Wilayah [zin Usaha
Pertambangan (WIUP) batuan pada Wiayah Usaha Pertambangan (WUP) batubara oleh
Kepala Oinas Pertfambangan dan Enesgi Kabupaten Bulungan mefalui sural Nomor
945/784/DPE/2014 tanggal 8 September 2014 dan surat Nomor 545/958/DPE/2014
penhal Rekomendasi Penarbitan WIUP Batuan, bersama ini kami sampaikan beberapa
hal sebagai berikut :

1. Pemernintah Kabuypaten Bulungan menyampaikan permohonan rekomendasi penerbitan
WIUP batuan an PT Tambang Nasional Persada. PT Nasiona! Energi Indonesia, PT
Standar Energi Indonesia, PT Indonesia Sangata Semen, PT Pulau Mas Perkasa, PT
Pipit Bulungan Jaya. PT Wana Lestari, H Burhanuddin Nahar, CV Cahaya Sindi Jaya,
PT Bahtera Indah Jaya. CV Wira Sinar Abadi. PT Harusmas Agro Utama dan PT
Bassama Karya pada WUP batubara kepada Dirjen Mineral dan Batubara sesuai
amanat Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM Nomaoar 12 Tahun 2011 dan Pasai 4 ayat (2)
Permen ESOM Nomor 02 Tahun 2013

2. Sesuai Pasal 14 ayat (1} UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan. kelautan, serta
energl dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provins:”,
sehingga penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Buiungan menjadi
kewenangan Gubernur Kabhmanian Utara.

3. Berdasarkan evaluas: koordinat pada dalabase wiayah pertambangan Dijen 'Mineral
dan Batubara sesuai permohonan WHUP batuan a.n PT Tambang Nasional Persada,
PT Nasional Energi Indonesia, PT Standar Energi Indonesia. PT indonesia Sangata
Semen, PT Pulau Mas Perkasa. PT Pipid Bulungan Jaya, PT Wana Lestan H.
Burhanuddin Nahar CV Cahaya Sindi Jaya, PT Bahtera Indah Jaya. CV Wira Smar
Abad:, PT Harusmas Agro Utama dan PT Bassama Karya adalah sebagar berkut

a) Permchonan WIUP batuan yang diajukan PT indonesia Sangata Semen PT Wana
Lestari, H Burhanuddin Nahar, CV Cahaya Sinds Jaya tidak memenuhi kriteria luas
WIUP Eksplorasi batuan paling sedikit 5 hektare dan paling hanyak 5 000 {lima ribu)
hektare sesuai Pasal 58 ayat {1) UU Nomaei 4 Tahun 20G9

b) Permichonan WIUP batuan yang diajukan PT irdonesia Sangata Semen PT Wana
[.estarr H. Burhanuddin Nahar CV Cahaya Sinch Jaya PT Pulau Mas Perkasa. 2T
Pipit Bulungan Jaya. dan PT Bahtra Indah Jaya tidak memenuhi knteria sesual Pasal
16 Permen ESDM Nomor 12 Tahun 20711 bahwa WIUP berbentuk poligon tertulup
vang diba‘asi oleh garis-garis yang seja;ar dengan gars lintang dan garis bujur
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¢) Permohonan WIUP batuan yang diajukan PT Nasional Energi indonesia, PT Standar
Energi Indonesia dan PT Harusmas Agro Utama tidak tumpang tindih sama/beda
komoditas dengan KK/PXP2B/IUP tainnya dan berada datam WUP batubara

d} Permohonan WIUP batuan yang diajukan PT Tambang Nasional Indonesia tumpang
tindih beda komoditas dengan UP Batubara a n PT Indo Bara Patna, sedangkan
permohonan WIUP batuan a n PT Bassama Karya tumpang tndih beda komaoditas
dengan IUP batubara a n PT Perkasa Eneig

{peta permohonan WIUP terlampir)

4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi koordinat
. permohonan WIUP di atas. maka :

a) Permohonan WIUP batuan yang diajukan PT indonesia Sangata Semen, PT Wana
Lestari, H Burhanuddin Nahar, CV Cahaya Sindi Jaya. PT Pulay Mas Perkasa, PT
Pipit Bulungan Jaya, dan PT Bahtra Indah Jaya tidak dapat diproses karena tidak
memenuhi kriteria tuas WIUP batuan dan/atau tidak berbentuk poligon tertutup yang
dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan:;

b} Permohonan WIUP batuan yang diajukan PT Tambang Nasional indonesia, PT
Bassama Karya, PT Nasional Energ) indonesia, PT Standar Energl indonesia dan
PT Harusmas Agro Utama dapat diproses pemberian WIUP-nya oleh Gubernur
dengan mengikul ketentuan peraturan perundang-undangan

¢} Pemberian WIUIP mineral bukan logam/batuan oleh Gubernur sebelumnya didahulu:
pemberian perttmbangan teknis Bupati/Walikota terutama terkait pemanfaatan ruang

di Kabupaten/Kota:

d) Pemberian WIUP mineral bukan Jogam dan/atau batuan mengikuti alur yang telah
diawr dalam Pasal 20 s/d 21 dan Pasal 31 s/d 32 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan
ketertuannya mengikuti Pasal 4 ayat (2) Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2013
tentang Pengawasan terhadap Penyeienggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

e) pemohon WIUP batuan a.n PT Tambang Nasional indonesia dan PT Bassama
Karya sebelum diperintahkan untuk membayar biaya pencadangan dan pencetakan
peta wapb mendapatkan pertimbangan dari pemegang IUP batubara an PT Indo
Bara Patria dan PT Perkasa Energi berdasarkan perjanjian/kesepakaian
pemanfaatan lahan bersama;

f) Sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) huruf f Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2013,
bahwa untuk permahonan WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon wajb
membayar biaya pencadangan dan pencetakan peta sesuai luas pemmohonan WIUP
dengan mengikut ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2012 Biaya pencadangan wilayah
dan pencetakan peta tersebut disetorkan pada Rekening Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mmneral pada Bank indonesia dengan nomor akun 423116
menggunakan siip Surat Setoran Bukan Pajak di Bank Pemerintah;

g} pemberian WIUP mineral bukan logam kepada pemohon WIUP setelah pemohon
WILP memberikan tanda bukti setoran biaya pencadangan wilayah: dan

h) Penerbitan {UP oleh Gubernur mengikutt ketentuan Pasal 22 sfd Pasal 40 PP Nomor
23 Tahun 2010
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Rekomendasi ini fidak berlaku apabila pemberian WIUP mineral bukan logam
dan/atau batuan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Atas perhaban Saudara, kami ucapkan terima kasih.

CLIER L e e

P sy
Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Direktur Jenderal Pemenntahan Umum, Kemendagr
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Kepaia Dinas Pertambangan dan Energt Prov. Kalimantan Utara
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Jakarta, 16 Januari 2015

Kepada
Yth. 1. Para Gubemur; dan
2. Para BupatiWallkota

di-
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 120/253/s4

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkalt dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, untuk Ku diminta perhatian Saudara
hal sebagai berfkut

1. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima
personei, pendanaan, sarana dan prasarara, serta dokumen (P3D) sehagai akibat
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan
daerah kabupatervkota yang dlatur berdasarkaft Undang-Undang ini dilakukan
paling tama 2 (dua) tahun terhitung sejak UM-UMng int diundangkan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 diatas, sikius anggaran dalam APBN
dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelemgaram pamenntahan
daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada maka
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkidien ¥ang bersifat pelayanan kepadsa
masyarakat luas dan masif, yang pelaksanegnaya tidak dapat ditunda dan tidak
dapat diaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh
tingkatan/susunan pemerintahan yang saat Ini menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diseérahkannya P3D.
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-2.

Ad@un urusan pemerintahan konkuren tersebut maﬂpuli penyelenggaraan sub

a pengololaan pendidikan menengah;

b. pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;

¢. pelaksanaan rehabifitasi di kiar kawasan hutan negara;

d. pelaksanaan psriindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
8. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

f. pelaksanaan penyultshan kehutanan provinsl;

g. pelaksanaan metrologl lagal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lepangaen KB (PKB/PLKB);
I. pengeloiaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;

j. penyslenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan

k. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tklak mampu, pembangunan
sarana penyediaan tenaga Wstrik behsm berkembang, daerah terpencdl dan
perdesaan. .

. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunanftingkatan
pemerintahan sesuai dengan pembagian wusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

. Khusus penyslenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan tzin
diaksanakan oleh susunanftingkatan pemerintahan sesual dengan pembagian
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 23 talhum 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses

pelayanan petizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah
dilatui.

. Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan
konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasfi pemetaan urusan
pemerintahan sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014.

. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kamtor Kesbangpol den/atau
tarbentuknya istans! veriikal yang membantu gubemur dan bupatiiwalikota urttuk
melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.

. Pelaksanaan fugas dan wewenang gubemur sebagal wakil Pemesipiah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dibantu oleh SKPD . provinst sampai dengan dibentuknya perangkat gubermur
sebagai Wakil Pemedqtah Pusat.
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7. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada gubernur, bupati dan walikota
sebagai berikut:

a. Menyelesalkan secara seksama inventarisasi P3D antar fingkatan /susunan
pemerintahan sebagal akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling
jambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana
serta dokumen {P2D} paling lambat tanggatl 2 Okiober 20186.

Hasi! inventarisasi P3D tersebut meniadi dokumen den dasar penyusunan
RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tenteng APBD Provinsi /
Kabupaten/Kota TA 2017.

b. Gubernur, bupatiwalikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan
urusan pemerintahan konkuren.

c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkat yang membidangi
masing-masing urusan pemeriniahan dan dapat difasifitasi oleh Kementerian
Dalam Negeri;

d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing; dan

8. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri pada
kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.

B NEGERI
i " ! ES iA,

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;

2. Bapak Wakil Presiden Republfik indonesia; P

3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 s.d. 2019,

4, Para Pimpinan Lembaga;

5. Para Ketua DPRD Provinsi; dan |
8. Pam Ketua DPRD Kabupaten/Kota. 4
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MENTERI DALAM NEGER!
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, i0 Gktoher 2015

Kepada
Yth. 1. Sdr Gebemur; dan
2. Sdr.BupatiWalikota,

di-
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 12075035 44

TENTANG

PERCEFATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menegaskan kembali Sural Edaran Menten Dalam HNegen Nomor 120/253/8)
Tangga! 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerimahag Daerah.
diminta perhatian Saudara agar segera melakukan percepatan pengalhan urusan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z014 tenfang Pemerintahan Daerah
dengen memperhatikan hal-hal sebagai beriku!

1. Saudara Gubernur dan BupatifWailkota seqera berkoordinasi untuk menyelesaikan
secara selsama inventansasi personsl, sarana can prasarana, pendanaan, dan
dokumen sebagai akibat pengalhan urysan pemerintahan konkuren paling lambat
tanggal 31 Maret 2016, Untuk serzh ferima berta acara personel, sarana dan
prasarana dan dokumen, paling tambat tangga! 2 Oktober 2016 sedangkan terkait
serah terma benita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desemter 2016,

2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan wusan pemerirtahan yang lerjadi
perathan urusan sebagai akibat perubanan pembagian uiusan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 temang Pemerintahan Daarah tidak
diperkenankan untuk melskukan mutasifperpindahan  personet yang beralih
urusannya di internal Provinsi dan kabupatenfkola. dan pengalihan barang milik
daerah baik antar pengguna barang dan’atay kuasa pengguna barang sebslum
adanya penyerahan barang milik daerah.

3. Terkait pendanaan, antara tain. gaji dan tuniangan, bisya pperasional kanior dan
biaya perawalan, agar disiapkan alckasi anggaran untuk urusan pemerhitahan yang
terjads peralihan urusan sebagai akibat perubakan pembagian urusan berdasarkan
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemsrintahan Daerah paling lambat
tanggat 31 Desember 2015,
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Tembusan disampaikan kepada Yth
1.

2
3

2

=l on

o @

2

Terka# dokumen, guna menjamin terjaganya kuaitas layanan urusan pemerintahan
yang feradi perafihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
agar segera dilakukan inventarisasi dan di catat gatam tampiran Berita Acard serah
terima.

Khusus terkait dengan pengalihan uresan dari Provinsi dan KebupalenKota ke
pemerintah pusal sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri Nomer 120253/5)
tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah
Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah,
agar Saudara segera mefakukan koordinasi dengan Menler/Kepala LPNK terkait.

Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, telah disiapkan format berita
acara serah terima P30 beserla daftar personel yang diserahkan, daflar sarana dan
prasarana yang diserahian, dan daftar dokuman yang diserahkan sebagaimana
terlampir, sebagal bagian yang fidak lerpisahkan dari Surat Edaran ini. Untuk
pengafuran administrasi dan proses serah terdma P20 mengikuli peraturan
perundang-undangan.

Bagi urusan pemerintahan yang terjadi perafihan urusan sebagai akibat perubahan
permbagian urusan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang
Pemeriniahan Daerah mamun belum diatur dalam SE ¥endagri Nomaor 120R51/5;
Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerinliahan Setelan
Dilelapkan Undang-undang Nosnor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah
agar segera melakukan setah terima P30.

Bergasartkan angka 1 sampaj dengan angka 7 ciatas, pemerintah daerah segera
berkocrdinasi  dengan Kemenierianlembaga terkalt, dan melaparkan hasil
pelaksanaan Swa! Edaran ini kepada Menier Dafam Megeri melalui Direktorat
Jenderat Bina Pembanguman Daerah pads kesempatan perlama.

Menten Dalam Negeti bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Nen Kementerian
akan segera melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengafihan urusan
dimaksad, batk secara sendin-senditi maupun bersarna-sama

Demsaan untuk menjadi perhatian dar agar segers dilaksamakan.

EEE| DALAM NEGER
PN INDONESIA,

Bapak Presiden Republik Indonesia;

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinater Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Repubik
Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi Republik
Indpnesia,

Menter: Keuangan Republik Indonesia;

Kepala Batan Kepegawaian Negara:

Kepata Arsip Nasional.

Para Ketua DPRG Provinsidan

Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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KEMENTERIAN ENEF.G{ DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat :

1. Gubernur

2. Bupati/Walikota
di

seluruh Indonesia

EDARAN
NOMOR: 04.E/30/DJB/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEIMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat
{1), Pasal 402 ayat (1}, Pasal 404, Pasal 407, Pasal 408 dan Lampiran angka I
huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
yang selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan
memperhatikan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16
Januari 2015, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara
terhitung sejak tanggal 2 Qktober 2014. *

2. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) beserta peraturan pelaksananya yang
mengatur kewenangan Bupati /Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

3. Untuk memberikan kepastiam hukum dan kepastian berusaha kepada
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur
dan Bupati/Walikota segera melakkukan koordinasi terkait dengan
penyerahan dokumen [UP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum
berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur scbagaimana
dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

4, Dalam ...
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4. Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pertarnbangan mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/Walikota untuk segera
menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur, antara lain berupa:

a. IUP Eksplorasi, I[UP Opersasi Produksi mineral logam, mineral bukan
logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan olch
Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;

b. IUP Eksplorasi, I[UP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan
logam, batuan, dan batubera, dan/atau IPR yang terlanjur diterbitkan
oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014,

c. rencana penetapan Wilaya1 Pertambangan Rakyat {(WPR) yang belum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan

d. permohonan:

1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) niineral bukan logam dan
batuan;

2) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan;

3) peningkatan IUP Eksplcrasi menjadi TUP Operasi Produksi mineral
logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

4) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
5) perpanjangan IPR;

6) perpanjangan IUP Operesi Produksi logam, batubara, mineral bukan
logam dan batuan;

7) perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara
{sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);

8) perubahan Penanamar: Modal sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun
2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta
Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Pzrnen ESDM Nomor 27 Tahun 2013);

yang telah diajukan kepade. Bupati/ Walikota sebelum tanggal 2 Oktober
2014 yang saat ini masih diproses oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota
yang mempunyai tugas rokok dan fungsi di bidang pertambangan
mineral dan batubara.

5. Dalam rangka pelaksanaan lcewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di
bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam
UU Nomor 23 Tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk segera:

a. memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas l?erkas
perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana
dimaksud pada angka 4 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh
Bupati/Walikota sebagairiana dimaksud pada angka 4 hurul b
{perubahan Keputusan peraberian IUP atau IPR oleh Gubernur);

c. memproses penetapan WPK;
d. memproses ...
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¢. memproses permohopan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain
berupa permchonan:

1} pcruba..han jangka waktit IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara
(sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);

2} perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri ESDM Nomeor 27 Tahun 2013;

3) peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral
logarn, batubara, mineral bukan logani, dan batuan;

4) perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan
logam dan batuan;

5) WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada
dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

6} IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
7) IPR dan perpanjangannya.

6. Gubernur dapat melalkkukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang

disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4
huruf a dan huruf b.

Dalam hal hasil evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh

Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b
tersebut di atas:

a, terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan {(antara
lain: tidak memenuhi persyaratan, tumpang tindih), Gubernur dapat
membatalkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang
bersangkutan;

b. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR tidak
memenuhi kewajiban, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif
berupa:

1) peringatan tertulis;
2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau

3) pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7 Dalam masa transisi sebelam terbentuknya Unit Pelayanan Teknis
Inspektur Tambang di masing-masing Provinsi maka Kepala Dinas Teknis
Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan
mineral dan batubara di seluruh Indonesia secara ex officio selaku kepala
Inspektur Tambang di tingkat Provinsi wajib melaksanakan kegiatan
pengawasan terhadap pemegaig IUP sebagaimana dimaksud pad_a angka 2
dan berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan
Batubara secara ex officio selalou Kepala Inspektur Tambang Pusat.

o Demikian ...
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Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
R JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Tembusan:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Otonomi Dasrah Kementerian Dalam Negeri

Direktur Jenderal Pemerintahen Umum Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektur Jenderal Kementerien Energi dan Sumber Daya Mineral
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kepala Dinas Teknis Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di
bidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia

NO O R W
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GUBERNUR KALIMAMTAN UTARA

Tanjung Scior. 31 Maset J013

340472 ESDM-HT2Q45 Kepada

- . Yih, Bupati - Walikota
Penyelenggaraan L'rusan se-Provinsi Kalimantan Ulary
Pemerintahan Bidang Energi di -

duan Sumber Daya Mineral Tempat

Schubungar  weish  berlakunys Undany - Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang
Pemerinfaban Daerab  tanggel 2 Okrober 2014 sebagaimana telah diubabh denwan Peraturan
Pemerintizh Pengoant Undang — Undang Nomar & Tabun 2014 vang kemadian meniadi Undang
- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan surat
Eduran  Menternn Dalam Negeri Nomor 12C7253/85 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Popvelenggarasn Lirtsan Pemeriniehan Setelah ditetapkan Undang - Ulndang Nomoer 23 mahun
2014 wntany Pemierintaban Dagraly, dengan ini dizampatkan hal —~ hat sebagai berikut :

b Sestind pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2084, balivea “penyelonggaraon
urusan pemerinahan bidang kchutanan, keloutan serta everni dan sumber duya minera!
dibayi antara Pemcrintah Pusat dan Daerah Provinsi™

20 Verujuk surat cdaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/233/57 tanggal 16 fanuwi 2013
angka 2 (dugy bahwa “penyelenggaraan urusun pemerintahan konkuren dituar vrusap

nemerintabian sehagaimana  dimaksud ancka | dilaksanakan  oleh  sostunningkatan
pemerintaban sesuai denpan pembagian urusan pemerintahan sebagaimane dimaksud dalam

Undang ~ Undang Nomor 23 Tahun 20147

ferkait penyelenggaraan  wrusan evergi dion sumber daya mincral, Dinas Boergi don
Sumber Daya Mincral Provinsi Kalimantan Utara teleh nielaksanakan koordinasi dan
kensultasi ke Bagian Hukum  Direkrorat  Jonderal  Mineral dan Batubara Kemenierian
Fnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 13 januari 2013, dengan
penjclasan sebagai berikun

[WF]

a. Unwk [zin Ussha Pertambangan {JUP) yang masa berlakunya ielah habis sebelum
tangpar 2 Oktober 2014, dan pemevaneg 10 telab  mwengajukan  permohonan
narpaniangan danfatau peningkatan JUP serta dalam  proscsnya telah dipepuht semng
persyaralan sebelum tanggal 2 Oktober 2014, maka JUP dimaksud dapat ditandatangani
olch Bupati / Walikota,

b. ILP yang mengajukan perpanjangan lan/atau peningkatan yang persyaratannya
ldak terpenuhi semua serelah tanggal 2 Oktober 2014, maka proses penerbitan
perpaniangan danfatau peningkaian 1P, ¢iproses di Provinsi Kalimantan Utara.

. Pormoheonan [UP Mineral Non Laganm / Batuan baik yang baru, peningkatan  inaupun
derpenjanean agar diginkan ke Pamciintal Proavinst Kollmanten  Uuwa daogan
Jersyaratan lengkap.
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d. [Penerbitan IUP bary uvmuk Minecrai [ogam dan Batubara dilakukan dengan cara
letang, scsual ketentuan peratutan perunda ig ~ undangan yang berlaku.

L7
e. TPewnjuk pelaksanaan atas pengelolaan can pengusahaan pertambangan mineral dan
batubara sampai dengan keluarnya Undang — undang dan Peraturan pelaksanaan yang
baru. masih menggunakan peraturan perundany — undangan vang ada dan berlaku
dibidang pertambangan mineral dan baiubara dengan catatan pase! yang menyvebut
kewenangan Bupati / Walikota dianggap | asal mati / pasal yang tidak berlaku.

f. Berkaitan dengan pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara terhitung mulai FAPBD TA 2014 secara bertahap telah
mengangearkan dana uniwk menunjane kegiaian pengusehsan dan pengelolaan
periambangan rmineral dan batubara melitui SKPD Dinas ESDM Provinsi Kalimantan
Utara.

g. Untuk personef / sumber daya manusia, 1dinas £SDM Provinsi Kalimantan Utara masih
memerjukan  banyak SDM  untvk  menangani  pengusahaan  dan  pengelolaan
pertambangan di wilayvah Provinsi Kalunanian Utara baik aspek perizinan maupun
aspek pengawasannya, oleh karena itu diminta kepada Bupati / Walikota se-Provinsi
Kalimaman Uhara berkenan melepas PNS di Dinas Penambangan dan Enecgri
Kabupaten / Kaota apabila ingin meng:jukan pindah keria di Pemerintah Provinsi
Kalitnantan Urata khsususnya ke Dinas E+DM Provinsi Kalimantan Utara.

h. Penverahan dokumen lzin Usaha Perta-abangan (IUP)} dan dokumen pendukungnyva
yang diterbitkan oleh Pemeriniah Kabupaien /Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, diminta paling lambat bulan
Okiober 2015 'sudah selesai semua nenverahannyva.  termasuk semua dsta pendukung
kewajiban yang harus dan sudah dipenuhi oleh perusahaan maupun vang beluin
dipenuhi oleh perusahaan pemegang 1UP.

Untuk kelancaran pengalihun kewenangan rengelolaan dan pengusahaan pertambangan
mineral dan batubara dari Pemerintah Kubupatm / Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan
Crara. dimima  kepada  BupatizWalikota -nelalni Dinas Pertambangan  dan Fnergl
Kabupaten/Kota untuk senantiasa berkoordinz si dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan
Lot

Demikian disampaikan atas perhatian Jau Kerjasamanya drucapkan terimakasifi,

Pi. GUBERNUR,

i !

rd

A ot L
: LT A gy
- i /; i o
. :
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- _ v
Seviebonnaaie Yili :

L T T

tir

iL

Menteri Dalam Negeri Republik ndonesia (sebogai laporan) di Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Dava Mineral Republik nconesia df Jakarra
Dirfen Mineral dan Batubara Kementericn ESDM RI di Jakarta

Dizienr Otonomi Daerol Kewenterion Doleoy Neweri RY di Tokarte
Deynui Pencegahun Komisi Pemberantasan Korupsi di Takarta

fnspektur Jenderal Kenenterian ESDAT RI di Jakarta

Lol Dengresaliciens Batiboia di Jakarta .

Direktnr Pengusahaan Mineral di Jakarta

Dirchkiur Tekitik don Lingkungan Mineral dawn Burubara di Jakarta
Divednur PPembinaun Program sineral dan Buarubura di Jukaria

Kepulo Dinas Pertambangan dun Energi Kabupaien'Kota  se-Provinsi - Kalimantan Utara
Tetnpat
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